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MOTTO 

لاقْنااكُمْ مِنْ ذاكارٍ واأنُْ ثاى واجاعالْنااكُمْ شُعُوبًا واق اباائِلا لتِ اعاارافُوا إِنَّ أاكْ  ا النَّاسُ إِنََّّ خا أاي ُّها اَ الَِّّ را يَا ِِنْ مْ  ُُ ما
اِلِيمٌ خابِيٌر )  (31أاتْ قااكُمْ إِنَّ الَّّا 

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 

ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 

 (QS. Al-Hujurāt [49]: 13) 

رِ وا  اُ اِنِ الْمُنْ وْنا  ها عْرُوفِ واي ان ْ يقُِيمُونا واالْمُؤْمِنُونا واالْمُؤْمِنااتُ ب اعْضُهُمْ أاوْليِااءُ ب اعْضٍ يَاْمُرُونا بًِلْما

اِزيِ ُ إِنَّ الَّّا  هُُمُ الَّّ اةا وايطُِيعُونا الَّّا واراسُولاهُ أوُلائِكا سايراْحَا ةا وايُ ؤْتُونا الزَّكا ُِيمٌ )الصَّلَا  (13زٌ حا

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 

mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. 

Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang 

munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada 

Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 

sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-

Taubah [9]: 71) 
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berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Bā’ B Be ب

 Tā’ T Te ت

 Ṡā’ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jīm J Je ج

 Ḥā’ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
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 lām L El ل
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 mīm M Em م

 nūn N En ن

 wāw W W و

 hā’ H Ha هـ

 hamzah ` Apostrof ء

 yā’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 مـتعدّدة

 عدّة

Ditulis 

Ditulis 

Muta‘addidah 

‘iddah 

 

C. Tā’ marbūṭah 

Semua tā’ marbūtah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal 

ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata 

sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah 

terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali 

dikehendaki kata aslinya. 

 حكمة

 علّـة

 كرامةالأولياء

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ḥikmah 

‘illah 

karāmah al-auliyā’ 

 

D. Vokal Pendek dan Penerapannya 

----  َ --- 

----  َ --- 

----  َ --- 

Fatḥah 

Kasrah 

Ḍammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

i 

u 

 

 فع ل

 ذ كر

 ي ذهب

Fatḥah 

Kasrah 

Ḍammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

fa‘ala 

żukira 

yażhabu 
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E. Vokal Panjang 

1. fathah + alif 

 جاهلـيةّ

2. fathah + ya’ mati  

نسى  ت ـ

3. Kasrah + ya’ mati 

 كريـم

4. Dammah + wawu mati 

 فروض

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ā 

jāhiliyyah 

ā 

tansā 

ī 

karīm 

ū 

furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

1. fathah + ya’ mati 

 بـينكم

2. fathah + wawu mati  

 قول

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 أأنـتم

عدّتا ُ  

 لئنشكرتـم

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

A’antum 

U‘iddat 

La’in syakartum 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf 

awal “al” 

 القرأن

 القياس

Ditulis 

Ditulis 

Al-Qur’ān 

Al-Qiyās 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama 

Syamsiyyah tersebut 
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 السّماء

 الشّمس

ditulis 

ditulis 

As-Samā’ 

Asy-Syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

 ذوىالفروض

 أهل السّـنةّ

ditulis 

ditulis 

Żawi al-furūḍ 

Ahl as-sunnah 
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ABSTRAK 

Perkawinan adalah perbuatan bajik yang sangat dianjurkan, yang tidak 

boleh dielakkan karena kemiskinan. Tujuan hukum Islam dalam perkawinan salah 

satunya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dalam meraih keluarga yang 

sakinah mawaddah dan warahmah. Agar itu terwujud, perlu dibarengi dengan 

peraturan, diantaranya yang berkenaan dengan hak dan kedudukan suami istri. 

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 menyatakan bahwa hak dan 

kedudukan suami istri itu seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup dalam 

bermasyarakat. Sementara dalam Al-qur’an Surah An-Nisa’ 34 menyebutkan 

bahwa suami lebih tinggi derajatnya dari istri. Kedua prinsip hukum yang berbeda 

inilah peneliti ingin mengkaji serta menganalisis lebih lanjut secara detail, dengan 

judul “Keseimbangan Kedudukan Suami Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 

79 Ayat 2 Perspektif Maqaşid Syari’ah”.  

Rumusan Masalah yang termuat dalam penulisan ini adalah 1) Bagaimana 

keseimbangan kedudukan suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam, 2) 

Bagaimana tinjauan maqaşid mengenai pasal 79 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik selected index reading, yaitu dengan cara mempelajari serta 

menelaah sumber kepustakaan dari buku-buku atau kitab-kitab yang bersifat primer 

dan sumber-sumber lain yang bersifat skunder yuang relevan dengan judul 

penelitian. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 

ayat 2 menjelaskan bahwa Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak 

dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama 

dalam masyarakat. 2) Keseimbangan kedudukan suami istri dalam pasal 79 ayat 2 

jika ditinjau dari kacamata maqaşid Syari’ah telah sesuai dengan implementasi 

maqāşid syariah yaitu Hifẓ Ad-dīn yaitu mengikuti petunjuk agama guna 

menjunjung tinggi martabat kaum wanita, Hifẓ Nafs yaitu dapat menjunjung tinggi 

harga diri wanita, tidak hanya sebatas konco wingking tetapi bisa berperan dalam 

sector public, Hifẓ nasl yaitu Pengasuhan anak ialah tanggung jawab kedua orang 

tua, dan Hifẓ al-māl yaitu suami merasa ringan ketika istri ikut membantu mencari 

nafkah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam dikenal sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin, yaitu 

agama pembawa kesejahteraan bagi seluruh alam. Salah satu yang 

diperkenalkan Islam untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan 

perkawinan, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang tentram dan 

penuh cinta kasih Antara orang yang ada didalamnya1. Hal ini ditunjukan 

dalam firman Allah dalam surah ar-Rūm (30):21 sebagai berikut: 

ُُمْ ماوادَّةا واراحَْا  نا هاا واجاعالا ب اي ْ ُُنُوا إلِاي ْ ا لتِاسْ مْ أازْوااجا ُُ مْ مِنْ أانْ فُسِ ُُ لاقا لا تهِِ أانْ خا إِنَّ فِ  ۚ   ةا وامِنْ آيَا  

َُّرُونا  تٍ لِقاوْمٍ ي ات افا يَا  ذاَٰلِكا لَا

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS Ar-

Rūm 21).2 

 

 Beberapa ayat ini, orang dapat mengerti dengan mudah bahwa 

menurut Islam: (a) perkawinan adalah suatu tanda kekuasaan dan rahmat 

Tuhan, (b) Perkawinan merupakan perbuatan bajik yang sangat dianjurkan, 

yang tidak boleh dielakkan karena kemiskinan, (c) dorongan seks adalah 

takdir kreatif Tuhan yang diletakkan pada watak alami manusia. Setelah 

seks disamakan dengan takdir kreatif Allah, tidak mungkin lagi ada tempat 

untuk menyamakannya dengan kesalahan, dosa, atau kejahatan.3 

Perkawinan menimbulkan hak dan kedudukan antara suami dan 

istri, untuk tegaknya rumah tangga yang bahagia. Akad nikah yang sah 

dengan sendirinya akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian 

akan menimbulkan hak dan kedudukan, yaitu hak dan kedudukan selaku 

                                                             
1 Muhammad Syahrur, Poligami, (Ponorogo: Stain Ponorogo Prees, 2009), cet.I, 17. 
2 Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2000), 324. 
3 Sayyid Muhammad Ridhwi, Perkawinan Moral dan Seks dalam Islam, (Jakarta: Lentera, 1990), 

cet.I, 33. 
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suami dan istri. Masing-masing suami dan istri, jika menjalankan kewajiban 

dan memperhatikan tanggung jawabnya akan terwujudlah ketentraman dan 

ketenangan hati sempurnalah kebahagiaan suami dan istri tersebut.4 

Hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang 

untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan hak di sini 

adalah segala sesuatuyangditerima oleh seorang dari orang lain, sedangkan 

kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu 

kelompok sosial. 5 

Imam Nawawi al-Bantani dalam kitabnya ‘Uqūd al-lujjain 

menjelaskan secara gamblang tentang kedudukan suami-istri dalam Islam. 

Menurut Nawawi, Hendaknya suami memberi pengertian kepada isterinya 

bahwa, sesungguhnya keberadaan isterinya tidak lebih bagaikan hamba 

sahaya (budak) dimata tuannya. Atau bagaikan tawanan yang tidak berdaya 

karena itu isteri tidak berhak mempergunakan harta-harta suaminya kecuali 

memperoleh izinnya. Bahkan menurut pendapat mayoritas Ulama bahwa, 

seorang isteri tidak boleh mempergunakan hartanya juga sekalipun harta itu 

mutlak miliknya sendiri, kecuali telah mendapat restu suami. Sebab 

kedudukan Isteri itu seperti orang yang menanggung hutang banyak yang 

harus membatasi penggunaan hartanya. 

Selain itu kewajiban bagi kaum isteri supaya memiliki sikap pemalu 

terhadap suaminya sepanjang waktu. Tidak banyak membantah perkataan 

suami. Merendahkan pandangannya di hadapan suami. Mentaati 

perintahperintahnya, dan siap mendengarkan kata-kata yang diucapkan 

suaminya. Menyongsong kedatangan suami dan mengantarkannya ketika 

hendak keluar rumah. Menampakkan rasa cinta dan bergembira 

dihadapannya. Menyerahkan dirinya secara penuh di sisi suaminya ketika 

di tempat tidur. Termasuk perkara penting yang perlu mendapat perhatian 

kaum isteri adalah, hendaknya selalu memperhatikan kebersihan mulutnya, 

                                                             
4 Alhamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 52. 
5 J.C.T. Simorangkir dan Rudy T. Erwin, Kamus Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet. VI, 

60. 
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baik dengan cara di gosok dalam berbagai waktu, menggunakan misik atau 

wewangian lain. Membersihkan pakaian, selalu bersolek di hadapan suami 

dan sebaliknya tidak berhias jika suami sedang pergi. 

Seorang isteri juga harus menghormati keluarga suaminya, kerabat-

kerabatnya walapun hanya dengan ucapan. Hendaknya isteri dapat 

menempatkan dirinya dalam memandang perkara yang sedikit yang dimiliki 

suami sebagai perkara yang banyak. Tidak menolak jika diajak tidur 

bersama, walaupun saat itu ia sedang berkendaraan.6 

Termasuk dosa besar bagi seorang isteri adalah bila mana keluar 

rumah tanpa seijin suaminya. walaupun  tujuannya untuk takziyah kepada 

orang tuanya yang mati. Tersebut dalam ihya ‘ulumuddin Imam Al Ghozali 

di katakana bahwa ada seorang lelaki (suami) hendak bepergian. Sebelum 

berangkat ia meminta istrinya agar tidak turun dari tempatnya yang berada 

di bagian bangunan tingkat atas. Sementara Orang tuanya berada di tingkat 

bawah. Orang tuanya sakit. Perempuan itu mengutus seorang pembantunya 

menghadap Rasulullah S.A.W untuk minta izin turun sebentar untuk 

membesuk orang tuanya.  

Rasulullah S.A.W bersabda :”Taatilah suamimu. Jangan kau turun. 

”Tidak begitu lama, orang tuanya mati. IA mengirim utusan menghadap 

Rasulullah SAW untuk memohonkan izin, agar dirinya dapat menyaksikan 

jenazah orang tuanya.  

Rasulullah S.A.W bersabda :”Taatilah suamimu”. Maka orang 

tuanyapun di kuburkan. tidak begitu lama Rasulullah S.A.W mengutus 

seseorang untuk memberi tahu pada perempuan itu bahwa Allah telah 

mengampuni dosa dosa rang tuanya disebabkan ketaatan perempuan itu 

pada suaminya.7 

                                                             
6 Muhammad bin umar nawawi, Uqudulujain, (Semarang: toha putra, tth), 7 
7 Ibid,,. 14 
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Sekalipun telah ditentukan hak dan kewajiban yang dimiliki masing-

masing suami istri, namun menurut hukum islam, suami memiliki 

kedudukan lebih dari istri, sesuai Dalam hadits, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa 

sallam telah mempertegas tentang besarnya hak suami atas diri istrinya 

dengan bersabda:  

اِلاى ق اتابٍ لَاْ  رْأاةُ حاقَّ رابِهِاا حاتََّّ تُ ؤادهِيا حاقَّ زاوْجِهاا والاوْ ساأالَااا ن افْساهاا واهِيا  ن اعْهُ تاْ لاا تُ ؤادهِي الْما  

Seorang wanita (istri) belumlah menjalankan hak Rabbnya sampai 

ia mengerjakan hak suaminya, walaupun suami meminta dirinya 

saat berada di atas pelana, ia tidak menolaknya. 

`Kedudukan suami yang berada di atas istri berpengaruh pada 

besarnya hak-hak suami atas istrinya untuk dihormati dan ditaati. Dan 

wanita yang terbaik adalah wanita yang menaati suaminya. 

Negara dengan kewenangan yang dimilikinya ikut ambil bagian 

dalam masalah perkawinan, untuk mewujudkan dan melengkapi cita-cita 

perkawinan serta melindungi para pihak dari dominasi salah satu pihak 

dalam rumah tangga.8 Hasilnya adalah dibuatnya Kompilasi Hukum Islam 

Bab XII yang  mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri  secara rinci.  

Adapun sumber rujukan Kompilasi Hukum Islam diambil dari kitab-

kitab fikih standart yang dibakukan melalui Surat Edaran Biro Pengadilan 

Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958. Kitab-kitab tersebut 

diantaranya adalah Al-bajuri, Fath Al-Mu’in, Al-Mahalli, dan lain 

sebagainya. Selain itu, KHI juga merujuk dari wawancara dengan para 

ulama di Indonesia dan juga merujuk yurisprudensi dan kumpulan fatwa 

peradilan Agama.9 

Melihat dari rujukan-rujukan yang menjadi sumber KHI, dapat 

diketahui bahwa dalam KHI lebih dominan mengikuti mazhab Imam 

                                                             
8 Wignjosoebroro, soentandyo, Dari Hukum Koloniat Ke Hukum Nasional: Suatu Kajian Tentang 

Dinamika Sosial-Politik Perkembangan Hukum Selama satu Setengah Abad Di Indonesia (Jakarta, Raja 

Grafindo persada, 1997), Cet II, 224-247. 
9 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 42-

44. 
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Syafi’i. Selain itu juga dari kitab-kitab klasik. Dalam kitab-kitab klasik 

menjelaskan bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. 

Seperti contoh dalam urusan waris yang mana bagian laki-laki lebih banyak 

daripada bagiannya perempuan. 

Hal ini termasuk dalam urusan keluarga yang mana kedudukan 

suami lebih tinggi dari pada kedudukan istri. hal ini sering didasarkan dalam 

QS. An-Nisa’ 34: 

اِلاىَٰ ب اعْضٍ وابِاا أان اِلاى النهِسااءِ بِاا فاضَّلا اللَّ هُ ب اعْضاهُمْ    فاقُوا مِنْ أامْواالَِِمْ الرهِجاالُ ق اوَّامُونا 
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka (Q.S An-Nisa’:34). 

 

Berdasarkan ayat di atas banyak yang memahami bahwa kedudukan 

suami itu lebih tinggi dari pada istri. Laki-laki sebagai pemimpin keluarga 

sehingga kedudukannya lebih tinggi dalam hubungan berkeluarga. Bahkan 

ada yang menganggap bahwa kedudukan istri dalam keluarga sebagai konco 

wingking. Dengan arti, ruang gerak seorang istri hanya sebatas wilayah 

domestik yang hanya sebatas dalam rumah. 

Akan tetapi, terdapat beberapa pasal dalam KHI yang isinya bertolak 

belakang dengan fikih-fikih klasik. Karena dalam pasal tersebut 

menjelaskan keseimbangan kedudukan suami istri dalam berkeluarga. Hal 

tersebut terdapat dalam pasal 79 ayat 2 yang berbunyi: 

“Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan 

hidup bersama dalam masyarakat.” 

 

Kita tahu pasal di atas berbeda dengan ketentuan yang ada dalam 

kitab fikih klasik. Dari pasal di atas adanya perbedaan mengenai hak dan 

kedudukan suami istri antara Kompilasi Hukum Islam dengan literatur fikih 

klasik. Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (2) menyatakan bahwa ada 

keselarasan antara kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga 

dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Berbeda dengan literatur 
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fikih klasik, yang memberi kewenangan para suami untuk membatasi peran 

istri pada sektor publik dan hanya berperan dalam sektor domestik. Dalam 

literatur fikih disebutkan bahwa kedudukan suami lebih tinggi dari istri 

karena suami adalah pemimpin rumah tangga, maka wajar bagi pemimpin 

mempunyai hak dan kedudukan yang lebih tinggi dari warga yang ada 

dalam rumah tangga.10  

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tersebut sesungguhnya 

tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. 

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam lima bentuk ketidakadilan 

seperti yang ditulis Mansour fakih,11 yaitu: pertama: Marginalisasi atau 

proses pemiskinan ekonomi, kedua: subordinasi atau dalam pengambilan 

keputusan di anggap tidak penting, ketiga: pelebelan negatif atau 

diskriminasi dan stereotype, keempat: kekerasan dalam rumah tangga dan 

kelima beban ganda yang harus dipikul oleh istri dalam rumah tangga, hal 

tersebut sangat bertentangan dengan prinsip (Al Musawwa) dalam ajaran 

islam, bahwa laki-laki dan perempuan pada dasarnya diciptakan Allah 

mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengelola bakat dan 

kemampuannya, oleh karena itu baik suami maupun istri mempunyai hak 

dan kewajiban yang sama pula dalam mengelola rumah tangga yang 

harmonis, keharmonisan keluarga dapat terwujud dengan keasadaran 

masing-masing suami atau istri dalam melaksanakan hak dan kewajibannya 

dalam rumah tangga, intinya terwujud kemaslahatan pada kedua belah 

pihak, perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan tidak menjadi 

masalah. 

 Prinsip kemaslahatan adalah tolak ukur penetapan hukum dalam 

mencapai tujuan hukum Islam. Karena maslahah adalah tujuan yang dicapai 

dalam menetapkan syari’ah, menelaah dari kajian ushul fiqih dalam proses 

penetapan hukum, persoalan-persoalan yang di tetapkan oleh Allah dalam 

                                                             
10 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII press, 2000), Cet. IX, 63. 
11 Mansour Fakih, Analisis Jender dan Taransformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 

12. 
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ketentuan-ketentuannya yang berhubungan erat dengan manusia baik 

perintah maupun laranggan seperti perkawinan, tidak dapat dipisahkan dari 

prinsip kemaslahatan, dalam menjaga urusan manussia secara umum 

sebagai tujuan hukum Islam (maqashid syariah). 

 Berdasarkan penelitian para ahli ushūl fiqh, dalam rangka 

mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, ada lima unsur pokok 

yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok itu adalah 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang yang memelihara lima hal 

tersebut akan memperoleh kemaslahatan sedang yang tidak dapat 

memelihara lima hal tersebut akan mendapatkan kerusakan. Prinsip itlah 

yang dikembangkan oleh Al-Syatibi dalam bukunya Al-Muwāfaqat fī ushūl 

al ahkām. Dalam buku ini, al-syatibi merinci dengan panjang lebar doktrin 

maqashid al-syariah yang didasarkan pada al kuliyat al khams (lima 

kebutuhan pokok) seperti di atas. Lima kebutuhan ini masih dibagi menjadi 

tiga peringkat, yaitu dlaruriyyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan 

sekunder), dan tahnisiyyat (kebutuhan tersier).12 

Dengan demikian, terdapat perbedaan mengenai hak dan kedudukan 

suami istri, bukan saja secara materil tetapi melainkan dari itu pada 

beberapa tempat yaitu pada persoalan-persoalan prinsipil walaupun pada 

beberapa ketentuan lain terdapat kesamaan, oleh karena itu, penulis ingin 

mengkaji serta menganalisis pasal 79 ayat 2 KHI dengan judul skripsi 

KESEIMBANGAN KEDUDUKAN SUAMI ISTRI DALAM 

KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 79 AYAT 2 PERSPEKTIF 

MAQAŞID SYARĪ’AH. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi 

                                                             
12  Izomiddin, Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2018), 148. 
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pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut 

adalah: 

1. Bagaimana keseimbangan kedudukan suami istri dalam Kompilasi 

Hukum Islam? 

2. Bagaimana tinjauan maqaşid mengenai pasal 79 ayat 2 Kompilasi 

Hukum Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk memperoleh pemahaman mengenai keseimbangan kedudukan 

suami istri dalam Kompilsai Hukum Islam. 

2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan maqasid mengenai pasal 79 

Kompilasi Hukum Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan tambahan wawasan mengenai ilmu pengetahuan, terutama 

dalam ilmu Syari’ah 

2. Bagi penulis penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan khususnya 

tentang Maqasid Syari’ah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat 

2 yang menyangkut tentang kedudukan suami istri dalam perkawinan. 

E. Telaah pustaka 

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang 

hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya 

ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini mengenai Hak dan Kewajiban Suami 

Istri. 

Skripsi Mohammad Hamdan Asyrof tahun 2014 berjudul “Hak dan 

Kewajiban Suami Istri (Studi pemikiran sayyid Muhammad bin Alawi al-

maliki dalam kitab Adab al-Islam fi nizam al-Usrah)”. Penelitian ini 

merupakan penelitian pustaka (library reseach) yang berusaha mengangkat 

pemikiran Sayyid Muhammad bin alawy. Dari hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa dalam mengambil hukum dari nâs, beliau 
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melandaskannya pada aturan usul fiqh yang di kenal sebagai perangkat 

pokok dalam melakukan istinbat hukum. Sementara, ketika pemikiran 

Sayyid Muhammad bin Alawy ditarik pada aturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia yang dalam hal ini adalah KHI, hasil yang di 

dapat adalah bahwa kewajiban suami adalah wajib untuk memberikan 

mahar, nafkah dan pendidikan bagi keluarga yang ia tanggung. Sementara 

seorang istri wajib taat pada suami, mengatur rumah tangga dan lain 

sebagainya, dan ternyata pemikiran tersebut relevan dengan KHI khususnya 

pada Pasal 80 dan Pasal 83.13 

Skripsi Siti munawaroh tahun 2018 berjudul “Hak dan Kewajiban 

Suami Istri dalam Keluarga Menurut Perspektif M. Quraish Shibab dalam 

Tafsir Al- Mishbah”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kepustakaan (library reseach). Dari hasil penelitian ini penulis mengambil 

kesimpulan bahwa 1) Keluarga dalam arti sempit memiliki pengertian 

sebagai hubungan darah yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang di ssebut 

sebagai keluarga inti, sedangkan dalam arti luas memiliki hubungan darah 

yang tampil dalam marga atau klan dalam berbagai budaya. Dua orang yang 

menentukan terciptanya sebuah keluarga bahagia adalah suami dan istri. 

Seorang suami mengemban tanggung jawab sebagai seorang kepala 

keluarga yang harus mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga 

(nafkah), membimbing agama dalam keluarga, dan lain sebagainya, 

Sedangkan seorang istri bertugas mengurus urusan internal dalam keluarga, 

seperti pendidikan anak dalam keluarga, menyiapkan tersedianya kebutuhan 

sehari-hari dalam keluarga, dan lain sebagainya. 2) Hak dan Kewajiban 

suami istri dalam keluarga terbagi dalam dua kelompok, yaitu hak istri dan 

kewajiban suami istri serta hak suami dan kewajiban istri. Quraish Shihab 

dalam menafsirkan ayat-ayat terkait hak dan kewajiban suami istri dalam 

keluarga cenderung menggunakan pendekatan struktural kebahasaan dan 

                                                             
13 Mohammad Hamdan Asyrof  “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi pemikiran sayyid 

Muhammad bin Alawi al-maliki dalam kitab Adab al-Islam fi nizam al-Usrah)”, skripsi UIN sunan Kalijaga 
(Yogyakarta: 2014), tidak di publikasikan. 
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dikaitkan dengan pesan moral atau konteks sosial yang terlihat pada ayat 

tertsebut. Hal ini terlihat dari penafsirannya yang menyertakan pemaknaan 

secara mufradhat. Kemudian ia menjelaskannya dengan melihat kondisi 

sosial yang bias dilihat dari ayat tersebut.14 

Skripsi Heri Suwandi tahun 2016 berjudul “Pemahaman Masyarakat 

Terhadap Kewajiban dan Pengabdian Istri dalam Rumah Tangga (Studi 

Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)”. Dalam penulisan ini 

penulis menggunakan jenis penelitian yang terdiri dari dua macam, yaitu 

penelitian lapangan (Field Research) dan penelitian kepustakaan (Library 

Research) dan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, 

kemudian dianalisa melalui teori/konsep hak dan kewajiban yang terdapat 

dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di 

Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh memandang kewajiban dan 

pengabdian seorang isteri memiliki makna yang sama. Masyarakat 

memandang bahwa pekerjaan-pekerjaan rumah menjadi kewajiban isteri 

yang mesti dilakukan sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban isteri tidak 

hanya pada pemenuhan kebutuhan seksual, tidak keluar rumah tanpa izin 

suami, serta kewajiban untuk menjaga harta dan dan kesucian diri. Namun, 

isteri juga wajib untuk melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, seperti 

mencuci, menyapu, memasak dan tugas rumah tangga lainnya. Menurut 

hukum Islam bahwa antara hak seorang isteri seimbang dengan kewajiban-

kewajiban yang mesti ia lakukan. isteri mempunyai beberapa kewajiban 

yang secara ekplisit tergambar dalam nāṣ. Tugas-tugas rumah tangga, 

seperti menyapu, mencuci dan lainnya, merupakan bagian dari pengabdian 

isteri sekaligus sebagai bentuk khidmat isteri terhadap suami, bukan bentuk 

kewajibannya sebagai isteri.15 

                                                             
14 Siti Munawaroh, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Menurut Perspektif M. Quraish 

Shibab dalam Tafsir Al- Mishbah”, skripsi Iain Tulungagung (Tulungagung: 2018), tidak dipublikasikan. 
15 Heri Suwandi, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban dan Pengabdian Istri dalam Rumah 

Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)” skripsi UIN AR_RANIRY Banda Aceh 
(Banda Aceh: 2016), tidak di publikasikan. 
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Skripsi Wasiyatul Khasanah tahun 2018 berjudul “Pemenuhan Hak 

dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum)”. Penelitian 

ini digunakan untuk mengetahui pandangan fiqih mengenai pemenuhan hak 

dan kewajban suami istri di Desa Pacarmulyo Kec. Leksono Kab. 

Wonosobo. Fokus penelitian ini ada dua. Pertama, mengetahui faktor yang 

menyebabkan istri menjadi TKW di desa Pacarmulyo kec. Leksono kab. 

Wonosobo. Kedua, mengetahui tinjauan fiqih terhadap pemenuhan hak dan 

kewajiban suami istri keluarga TKW di desa Pacarmulyo kec. Leksono kab. 

Wonosobo dengan kajian sosiologi hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini 

penulis berkesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan istri menjadi TKW 

di desa pacarmulyo kec. Leksono kab. Wonosobo ada lima yaitu, budaya 

masyarakat, terbatasnya lapangan pekerjaan, terinspirasi kesuksesan 

pendahulu TKW, gaya hidup, dan peluang pekerjaan yang tersedia di rumah 

tangga. Menurut perspektif fiqih pemenuhan hak dan kewajiban suami istri 

keluarga TKW di desa Pacarmulyo kec. Leksono kab. Wonosobo tersebut 

tidak bisa terlaksana sepenuhnya karena ketidakhadiran istri disamping 

suami dengan menjadi TKW. Kepergian istri ke luar negeri tidak baik bagi 

keluarga dan kepergianya bukan merupakan suatu keadaan yang memaksa 

atau darurat sehingga menjadikan hukum kepergian istri menjadi TKW 

tersebut menjadi makruh karena meski ia telah mendapatkan ijin dari suami 

ia tetap meninggalkan kewajibanya sebagai seorang istri.16 

Skripsi Mohammad Nur Samsudin tahun 2018 yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami 

Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah 

Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten 

Mojokerto”. Merupakan penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan 

bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri 

petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di Desa pucuk 

kecamatan dawarblandong kabupaten mojokerto? dan bagaimana tinjauan 

                                                             
16Wasiyatul Khasanah, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqih (Kajian Sosiologi 

Hukum)” skripsi Iain Salatiga, (Salatiga: 2018), tidak di publikasikan. 
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hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam 

kasus istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di desa 

pucuk kecamatan dawarblandong kabupaten mojokerto Data penelitian 

dihimpun melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi yang 

menunjukkan bahwa peran istri petani dalam membantu mencari nafkah 

keluarga selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 

deskriptif, yakni sebuah metode yang menggambarakan dan menafsirkan 

data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif.Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, Pelaksanaan hak dan kewajiban 

suami istri dalam kasus istri petani sama sekali tidak terganggu, dalam arti 

keduanya tetap bisa menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik serta 

saling membantu satu sama lainnya, apalagi hal itu didasari asas 

kesukarelaan antara kedua belah pihak. Akan tetapi hal tersebut akan 

menimbulkan dampak positif yaitu semakin meningkatnya perekonomian 

keluarga dan dampak negatif yaitu kurang maksimalnya peran istri dalam 

mengurus rumah tangga. kedua Pelaksanaan hak dan kewajiban antara 

suami istri dalam kasus istri petani dibolehkan berdasarkan firman Allah 

Swt. surat At-Tahrim ayat 6 dan pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam 

tentang kebolehan suami istri untuk saling membantu satu sama lan serta 

memenuhi asas kesukarelaan. Akan tetapi, sebaiknya pelaksanaan hak dan 

kewajiban seperti di atas tidak dilakukan karena adanya dampak negatif 

yang ditimbulkannya. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka bagi suami, 

hendaknya lebih memperhatikan kewajibanya sebagai kepala rumah tangga 

dan mencegah istrinya bekerja serta lebih giat untuk bekerja demi 

mencukupi nafkah keluarga dan bagi masyarakat Desa Pucuk, hendaknya 

profesi sebagai petani tidak di jadikan mata pencaharian utama supaya 

keseimbangan dalam keluarga tidak terganggu.17 

                                                             
17Mohammad Nur Samsudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban 

Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk 
Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto” skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya: 2018), 
tidak di publikasikan. 
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Adapun penelitian tentang keseimbangan hak dan kedudukan suami 

istri dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat 2 perspektif maqasid 

syari’ah ini sejauh pengetahuan penulis masih jarang ditemukan, maka dari 

itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi 

ini. 

F. Metodologi Penelitian 

Metode penelitan adalah suatu metode cara kerja untuk dapat 

memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan 

yang bersangkutan. Metode adalah cara seorang ilmuwan mempelajari dan 

memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.18 yang digunakan dalam 

penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :  

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, 

sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan. Maka diperlukan suatu 

metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. 

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan 

dengan pendekatan doktrinal kualitatif.19 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian pustaka (library research) yaitu metode penulisan skripsi 

dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan.20  

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengungkap 

suatu fenomena tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan yang benar, 

dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan 

analisisnya yang relevan, bukan berupa angka-angka dan statistic. 

2. Sumber Data  

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek 

darimana data dapat diperoleh.21 Penelitian ini merupakan penelitian 

                                                             
18 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), 67. 
19 Soetandyo Wignjosoebroto, Silabus Metode Penelitian Hukum, (Surabaya: Program Pasca Sarjana 

Universitas Airlangga, 2006), 3. 
20 Tajul Arifin, Metode Penelitian, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 119. 
21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2002), Cet.12. 107. 
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hukum nirmatif atau doctrinal atau legal reseach yaitu penelitian hukum 

yang menggunakan sumber data sekunder ykni sumber data yang di 

peroleh dari bahan-bahan kepustakaan. Sumber data yang utama dalam 

penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam 

kepustakaan hukum, maka ssumber datanya disebut bahan hukum. Di 

dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. 

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kompilasi Hukum 

islam pasal 79 tentang keseimbangan hak dan kedudukan suami istri. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum 

yang tidak mengikat dan memberikan penjelasan mengenai bahan-

bahan hukum primer, seperti: rancangan undang-undang, hasil-hasil 

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seteerusnya. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, 

Ensiklopedi.22 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut penelitian ini, pengumpulan data dilakukan 

menggunakan teknik selected index reading, yaitu dengan cara 

mempelajari serta menelaah sumber kepustakaan dari buku-buku atau 

kitab-kitab yang bersifat primer dan sumber-sumber lain yang bersifat 

skunder yuang relevan dengan judul penelitian.23 

Guna mendapatkan kesimpulan yang terarah dalam melakukan 

penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mencatat data yang berkaitan dengan tema dan judul skripsi. 

                                                             
22 Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 52 
23 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 181. 



 

15 
 

b. Melakukan penela’ahan dan pengkajian terhadap data yang telah 

diperoleh. 

c. Setelah memahami data-data yang diperoleh, maka melakukan 

klasifikasi data. 

4. Analisis data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah 

dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 24 Data primer 

dan data sekunder dianalisis dengan menggunakan content analysis 

(analisis isi).25 Analisis konten ini dilakukan untuk mengungkap isi dari 

kitab-kitab atau buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Dalam 

menganalisa data yang telah dikumpulkan, kemudian digunakan metode 

deskriptif analitik, artinya menggambarkan seluruh teori tentang 

maqasid al-Syari’ah yang kemudian digunakan untuk mengalisis hak 

dan kewajiban suami istri dalam perspektif maqasid Syari’ah untuk 

mengarah pada content analysis. Penulis menggunakan pola berpikir 

deduktif.26 Dengan menganalisa data yang terkait dengan teori secara 

umum, kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus untuk dijadikan 

pedoman dalam penetuan hak dan kewajiban suami istri. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain 

secara globalnya sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum 

tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan 

                                                             
24 Muhammad Nadzir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241. 
25 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, 

Phenomologis, dan Realisme Methaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama, (Yogyakarta: Rake 
Sarasin, 1996), 49. 

26 Tatang M. Amrin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 132. 
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Bab kedua, adalah bab yang menjelaskan tentang teori maqāsid al-

syarī’ah dan penjelasan tentang kedudukan suami-istri. 

Bab ketiga, menjelaskan tentang tinjauan umum Kompilasi Hukum 

Islam dan ketentuan pasal 79 ayat 2 KHI tentang keseimbangan kedudukan 

suami-istri. 

Bab keempat, akan membahas analisis  tentang keseimbangan 

kedudukan suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam dan tinjauan maqasid 

mengenai pasal 79 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang keseimbangan 

kedudukan suami istri. 

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kumpulan yang merupakan hasil 

pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-

saran dan penutup. 
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BAB II 

MAQĀŞID AL-SYARĪ’AH DAN KEDUDUKAN SUAMI ISTRI 

A. Maqāşid al-syari’ah 

1. Definisi Maqāşid al-Syāri’ah 

Secara etimologi, مقاصد الشرىعة (maqāşid al-syarī’ah) merupakan 

istilah gabungan dari dua kata:    مقاصد (maqāşid) dan الشرىعة    (al-

syarī’ah). Maqaşid adalah bentuk plural dari  مقصد  (maqşud قصد  )qaşd)   

 yang merupakan derivasi dari kata (quşud) قصود atau (maqşid)مقصد 

kerja  قصد ىقصد  (qaşada yaqşudu), dengan beragam makna seperti 

menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui 

batas, jalan lurus, tengah-tengah Antara berlebih lebihan dan 

kekurangan. 

Sementara syarī’ah, secara etimologi bermakna jalan menuju 

mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan 

kearah sumber pokok kehidupan. Syarī’ah secara terminologi adalah al-

nusus al-muqaddasah (teks-teks suci) dari al-Qur’an dan al-Sunnah 

yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran 

manusia. Muatan syari’ah dalam arti ini mencakup aqidah, amaliyyah, 

dan khuluqiyyah. Dengan kata lain maqāşid al-syari’ah adalah tujuan-

tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari’at.27 

Wahbah Zuhaili mendefinisikan maqāşid al-syari’ah sebagai 

berikut: 

افُ االْ  اَ هْ َُ الشَّرىِْ عاةِ: هِىا الْماعاانِِ واالْماعاانِِ واالْاِ ىْعِ ماقااصِ لْحُوطاةِ للِشَّرعِْ جَاِ امِهِ ااوْ ما اُ   ااحْ

مٍ مِنْ اا  ُْ اَ كُلُّ حا ِِنْ ا الشَّارعُِ  امِهااحْ مُعاظَّمِهاا ااوْ واهِىا الغااىاةُ مِنا الشَّرىِْ عاةِ واالْااسْراارِ الَّتَِّ واضاعاها  اُ

“Adalah nilai-nilai dan sasaran-sasaran syara’ yang tersirat dalam 

segenap atau sebagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai 

dan saran-saran itu dipandang sebagai tujuan (maqaşid) dan rahasia 

                                                             
27 Moh. Thoriquddin, Pengelolaan Zakat Produktif perspektif maqasid Al-syari’ah ibu ‘Asyur, 

(Malang: Uin-Maliki Press, 2015), Cet.I, 44-45. 
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syari’at, yang ditetapkan oleh syari’ dalam setiap ketentuan hukum. 

(Wahbah al-zuhaili, 1991) 

Bila diteliti semua suruhan  Allah dan larangan Allah dalam 

Al-Qur’an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi dalam Sunnah 

yang terumuskan dalam fikih, akan terlihat bahwa semuanya 

mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya 

mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat dari umat 

manusia.28 

Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan maqāşid asy-syarī’ah 

sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum 

partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik 

berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, 

jamaah dan umat, atau juga disebut dengan hikmat-hikmat yang 

menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun 

tidak. Karena dalam setiap hukum yang disyariatkan Allah SAW 

kepada hambanya pasti terdapat hikmat, yaitu tujuan luhur yang ada 

dibalik hukum. 

Ulama Ushul Fiqh mendefinisikan maqāşid asy-syarī’ah 

dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara’ dalam 

mensyari’atkan suatu hukum bagi kemaslahatanumat manusia. 

Maqāşid asy-syari’ah dikalangan ulama ushul fiqih disebut juga 

asrār al-syariah, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum 

yang ditetapkan oleh syara’, berupa kemaslahatan bagi manusia, 

baik di dunia maupun di akhirat. Misalanya, syara’ mewajibkan 

berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama 

Allah SAW. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, istilah 

maqāşid al-syarī’ah ini diidentikan dengan filsafat hukum islam.29 

 

 

                                                             
28 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), Cet.I, 246. 
29 Daeng Naja, Bankir Syariah, (Ponorogo: Uawais Inspirasi Indonesia, 2019), Cet I, 130. 
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2. Dasar Hukum Maqāşid al-Syarī’ah 

Dasar hukum maqāşid al-syari’ah tercantum dalam nash-nash 

Al-qur’an dan sunah nabi SAW. Dan Allah telah mengutus kepada 

seluruh rosul untuk mencapaikan syari’at sebagai pedoman manusia dan 

untuk diamalkan, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-qur’an30 

surah Annisa ayat 165: 

ريِ اَ ٱلرُّسُلِ ۚ واكاانا ٱلَُّّ رُسُلَا مُّباشهِ  ب اعْ
ٌۢ
ةٌ اِلاى ٱلَِّّ حُجَّ ُُونا للِنَّاسِ  ُِيماا نا وامُنذِريِنا لئِالََّ يا  اِزيِزاا حا

(Mereka kami utus) sela selau rasul-rasul pembawa berita 

gembira dan pemberi peringatan agar supaaya tidak ada alasan 

bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul 

itu diutus. Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S An-

Nisa’: 165). 

 

Ayat ini memberitahukan bahwa Allah SWT dalam 

menentukan suatu hukum-hukumNya senantiasa menghendaki 

kemaslahatan untuk manusia supaya manusia terhindar dari hal-hal 

yang mudharat dan merugikan.31 Kemudian dipertegas dan di tindak 

lanjutkan pelaksanaan syari’at secara umum yaitu oleh firman Allah 

dalam surah Almulk ayat 2: 

ُُمْ أاحْ  لُواكُمْ أايُّ لاقا ٱلْماوْتا واٱلحاْي اوَٰةا ليِ اب ْ اِمالَا ۚ واهُوا ٱلْعازيِزُ ٱلْغافُ ٱلَّذِى خا نُ   ورُ سا

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, 

siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha 

Perkasa lagi Maha Pengampun.” (QS. Al-mulk:2) 

Kandungan dari ayat-ayat diatas telah menjelaskan 

bahwasannya manusia dibebani kewajiban menjalankan syari’at islam 

dan maka Allah akan menguji perbuatan mereka atau ketaan manusia, 

keikhlasan manusia dalam menjalankan suatu perbuatan syariat islam 

dan Allah SWT akan membalas perbuatan manusia kelak.32 Memahami 

                                                             
30 Ahmad Qorib, Ushul fiqh 2, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), cet. II, 171. 
31 Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve,1997) Cet. I, 

1109. 
32 Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Munir Aqidah, syari’ah, dan manhaj jilid 15, terj, Abdul Hayyie al-

Kattani, dkk, (Depok: Gema Insani, 2014), Cet.I, 36-37. 
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dan mengetahui tentang Maqāşid Al-Syarī’ah iyalah merupakan suatu 

hal yang penting untuk memahami nash-nash syara’, mengistimbatkan 

suatu hukum dan menerapkan pada kasus-kasus yang telah terjadi dan 

beristidlal pada suatu hukum sesuatu hal yang tidak ditemukan nashnya, 

sebab lafz-lafaz terhadap makna seringkali mengandung dari suatu 

alternatif. Terkadang hal seperti itu sering menimbulkan kesalah 

pahaman dan suatu pengertian yang saling bertentangan, maka dari itu 

mempelajari Maqāşid al-syarī’ah sangat penting untuk memahami dan 

mengetahui maksud dari nash-nash dalam Al-qur’an ataupun hadits. 

Sehingga menjadi suatu pedoman dan bekal bagi para peneliti untuk 

mengetahui suatu hukum dan menerapkan pada suatu kasus yang 

nantinya tidak ditentukan nashnya. 

3. Maksud dan Tujuan Syariah 

Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan 

kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan 

menghindari mudharat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum 

Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada 

terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan 

keturunan.  Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan 

kehidupannya yang mulia.33 

Para ulama salaf dan khallaf bersepakat bahwa setiap hukum 

syari’ah pasti memiliki alasan (illat) dan juga ada tujuan (maqasid) 

pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya adalah untuk membangundan 

menjaga kemaslahatan manusia. Menurut ibnu Qayyim al-jawjiyah 

dalam Jaser Audah menyebutkan,, syari’ah adalah suatu kebijakan atau 

(hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada 

kehidupan dunia dan akhirat.  

Syari’ah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, 

kebijakan, dan kebaikan. Jadi setiap aturan yang mengatas namakan 

                                                             
33 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet.3, 226. 
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keaadilan dengan dengan ketidakadilan, kedamaian dengan 

pertengkaran, kebaikan dengan keburukan, kebajikan dengan 

kebohongan, adalah aturan yang tidak mengikuti syari’ah, meskipun hal 

itu diklaim sebagai sebagai interpretasi yang benar.34 

Imam al-Syatibi menulis: 

َِ الشَّارعِِ فِْ قِياامِ ما  ذِهِ الشَّريِْ عاهُ.واضاعاتْ لتِاحْقِيْقِ ماقااصِ نْ ياا ماعاا.صاالِحهِِمْ فِ ها َُّ يْنِ واال هَِ   ال

Secara singkat dari apa yang kita paparkan diatas, sudah jelas 

bahwa ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari maqāşid al-syarī’ah 

adalah mashlahah. Dengan demikian, tidak ada salahnya jika dalam 

pembahasan ini diketengahkan pengertian mashlahah agar pemahan 

tetntang maqāşid al-syarī’ah mejadi semakin utuh dan sempurna.35 

Para ulama terdahulu menyepakati bahwa syari’ah diturunkan 

untuk membangun kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, dalam 

kehidupan dan juga kematian, dimasa lalu dan yang akan dating. 

Ketidaktahuan akan syari’ah dan Maqāşid al-syarī’ah mendorong 

sebagian manusia untuk mengingkari hukum yang diturunkan oleh 

Allah. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syari’ah bersifat umum 

dan universal. Bersifat umum berarti bahwa hal itu berlaku bukan hanya 

untuk individu secara pribadi, melainkan juga ssemua manusia secara 

kolektif dan keseluruhan. Bersifat universal bertarti kemaslahatan itu 

berlaku bukan untuk jenjang massa tertentu saja, melainkan juga untuk 

sepanjang kehidupan manusia. 

Sebagian besar umat islam mempercayai bahwa Allah tidak akan 

memerintahkan sesuatu kecuali untuk kemaslahatan hamba-Nya. Jika di 

dalam suatu hukum tidak ada kemaslahatan, maka hukum tersebut dapat 

dipastikan bukan diturunkan dari Allah. Ada beberapa “hukum” yang 

tidak mengandung maslahah. Dan ketika ditelusuri secara seksama, 

                                                             
34 Jaser Auda, Maqasid Al-Syari’ah  As philosophy of Islamic Law: A. System Approach, (London: 

Internasional Institute Of Islamic though, 2007), 22. 
35 Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Perspektif Maqāsid Al-

Syarī’ah, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet.1,  45. 
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“hukum”  semacam itu biasanya merupakan hasil dari ijtihad atau takwil 

manusia yang mungkin sesuai untuk konteks yang lainnya. 

Jadi, satu titik awal yang harus digaris bawahi adalah Maqāşid 

al-syari’ah bermuara pada kemaslahatan. Bertujuan untuk menegakkan 

kemaslahatan mansusia sebagai makhluk sosial, yang mana ia harus 

bertanggung jawab ats dirinya sendiri dan pada akhirnya nanti pada 

Allah. Syari’ah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan maqasid-

nya agar kehidupan yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial 

dapat diwujudkan, dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat 

dipertahankan. 

Berdasarkan perkembangan berikutnya, kajian tentang Maqāşid 

al-syarī’ah merupakan kajian utama dalam filsafat hukum islam. 

Māqaşid al-syarī’ah melibatkan pertanyaan kritis tentang tujuan 

ditretapkannya suatu hukum. Karena Maqāşid al-syarīah berkaitan 

dengan maksud dan tujuan syari’ah, maka pembahasan yang dominan 

dalam domain ini yaitu yang bersinggungan dengan mekanisme mencari 

hikmah dan ‘illat  suatu hukum bersifat filosofi yang termuat dalam 

hukum tersebut. 

Walaupun ilmu fikih lebih dahulu dikenal sebelum ilmu ushul 

fiqh, akan tetapi di dalam pembahasan tentang Maqāşid al-syarī’ah, 

justru para ulama ushul fiqh yang banyak membahasnya dalam bentuk 

yang khusus. Ketika para ahli fikih membangun sebuah bangunan fikih, 

maka para ahli ushul fiqh yang memberikan asas dan juga rukun pada 

bangunan tersebut. Maka tak heran jika banyak ulama ushul fiqh yang 

telah membahas maqasid al-syari’ah sebelum Imam al- Syatibi (W. 672 

H). Jauh sebelum al-Syatibi membahas konsep tersebut, para ulama 

ushul fiqh dan juga ulama dari madzhab maliki telah membahsnya. 

Namun, walau sudah lama didebatkan, konsep ini belum menemukan 
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bentuk dan pengertiannya yang matang kecuali ditangan al-Syatibi 

dengan masterpiece-nya yang berjudul al-muwafaqat.36 

4. Konsep Maqaşid Syariah 

Maqaşid Syariah yakni tujuan ataupun rahasia yang di tetapkan oleh 

syari’ (pembuat hukum) pada tiap hukum dari hukum-hukum syari’ah. Bagi 

Alal al-Fasi, maqaşid syariah yakni tujuan akhir yang ingin dicapai oleh 

syariah serta rahasia-rahasia dibalik tiap ketetapan hukum syariah. Abdul 

wahab khalaf merumuskan bahwa tujuan syariah ialah dapat membawa 

manusia kepada kebahagiaan dunia serta akhirat. Konsep maqaşid Syariah 

ialah lanjutan dari konsep maslahat. Maslahat bagi syara’ dibagi menjadi 3, 

yaitu maslahah mu’tabarah (didukung oleh syara’), maslahah mulghah 

(ditolak syara’) serta maslahah mursalah (tidak didukung serta tidak pula 

di tolak oleh syara’), tetapi  didukung oleh sekumpulan makna nash al-

Qur’an serta al-Hadits.  

Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep maslahah. 

Jamaknya masalih. Dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang 

mendatangkan kebaikan (keutamaan). Bagi al-syatibi terdapat 2 aspek 

syarat hukum yang merupakan bentuk memelihara kemaslahatan manusia, 

yaitu aspek positif (ijabiyyah) serta aspek negatif (salbiyah). 37 

Terdapat 2 konsep berfikir konsumen muslim yang muncul dalam 

dunia ekonomi sampai dikala ini. Konsep awal merupakan utilitas, konsep 

utilitas diartikan sebagai konsep kepuasan konsumen dalam konsumsi 

barang ataupun jasa. Konsep kedua merupakan maslahah diartikan sebagai 

konsep pemetaan sikap konsumen berdasarkan pada kebutuhan serta 

prioritas, dia sangat berbeda dengan utilitas yang pemetaan mejemuknya 

tidak terbatas, 2 konsep ini berbeda sebab dibangun oleh tiap-tiap 

epistimologi yang berbeda. Utilitas yang mempunyai karakteristik 

kebebasan lahir dari epistimologi yang mengatakan bahwa motivasi hidup 

ini adalah dari kemerdekaan menuju kebebasan alamiah. Dengan demikian 

                                                             
36 Ibid., 46. 
37 Kuat Ismanto, Asuransi perspektif Maqasid Asy-Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 125. 
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perilaku konsumen terintegrasi dengan corak rasionalisme, serta norma 

agama sengaja dikesampingkan. Sedangkan itu, maslahah lahir dari 

eistimologi Islami.38 

Teori maslahah pada dasarnya ialah integrasi dari fikir serta dzikir. 

Ia menggambarkan motif kesederhanaan Individu pada setiap wujud 

keputusan konsumen. Dalam perihal ini, karena maslahah bertujuan 

melahirkan manfaat, persepsi yang ditetapkan cocok dengan kebutuhan. 

Konsep maslahah tidak selaras dengan kemadharatan, seperti itu sebabnya 

dia melahirkan persepsi menolak kemadharatan seperti beberapa barang 

haram. Termasuk subhat, bentuk konsumsi yang mengabaikan orang lain 

dan membahayakan diri sendiri.39 

5. Klasifikasi Maqāşid al-Syarī’ah 

Menurut Al-Shatibi, Allah sebagai shari’ memiliki tujuan dalam 

setiap menentukan hukum, yakni untuk kemaslahatan hamba-Nya didunia 

dan di akhirat. Lebih lanjut al-shatibi mengungkap bahwa maqāsid al-

syarī’ah tidak lebih dari tiga macam,40 yakni: 

a. Al-maqāsid al-darūriyyat (tujuan primer) 

Tingkatan al-maqāsid al-darūriyyat ini, pembebanan (taklif) syariat 

diarahkan untuk menjamin tegaknya kemaslahatan dunia dan agama. 

Karena akan terjadi kerusakan apabila tidak terjamin. Penjagaan 

terhadap tujuan ini dilakukan dari dua sisi, yakni : 1) sisi wujud (Jānib 

al-wujūd), yaitu menegakkan rukun-rukun dan menetapkan kaidah-

kaidah yang menopang terjaminnya maqāsid al-darūriyyat, dan 2) sisi 

tiada (janib al-‘adam), yaitu menghindarkan cacat yang mengakibatkan 

maqāsid al-darūriyah tidak terjadi. Tujuan syariat dalam tingkatan ini 

terbagi dalam lima hal,41 Al-maqāsid al-darūriyyat ini meliputi: 

                                                             
38 Agil Bahson, “Maslahah Sebagai Maqasid Al Syariah “Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi 

Islam””, Jurnal: Inovasi, Vol. 8, No. 1, Maret 2011, 118. 
39 Ibid,,. 192. 
40 Abu ishaq Al-Shatibiy, al-Muwafaqat, (saudi: dar ibn ‘affan, 1997), 17 
41 Ibid., 18 
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1) Hifz al-din, pembebanan syariat dalam rangka menjamin terjaganya 

agama dan keyakinan. Maka disyariatkan kepada manusia untuk 

beribadah kepada Allah, menjalani semua perintahNya dan 

menjauhi semua laranganNya. 

2) Hifz al-nafs, pembebabanan dalam menjamin keselamatan jiwa dan 

raga. Maka agama mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang 

benar, dan bagi yang melakukannya dijatuhi hukuman qisās. 

3) Hifz al-nasl, pembebanan syariat dalam menjamin keturunan 

manusia tetap lestari. Maka agama mengharamkan zina, dan bagi 

yang melakukannya akan di dera. 

4) Hifz al-māl, pembebanan syari’at dalam kepemilikan harta benda. 

Maka agama mengharamkan pencurian, bagi yang melakukannya 

diberi siksaan. 

5) Hifz al-‘aql, pembebanan syariat dalam menjamin akal sehat 

manusia. Maka agama mengharamkan meminum minuman keras.42 

Berdasarkan kelima al-maqāsid al-darūriyyat diatas, para 

ulama’ berbeda pendapat tentang urutan yang harus ditempuh dalam 

menentukan maqāsid. al-shatibi menyebutkan bahwa urutan maqāsid 

dimulai dengan hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-mal, hifz al-

‘aql, alasannya adalah agama lebih diutamakan dari segalanya. 

b. Al-maqāsid al-hājiyyāt (tujuan sekunder) 

عْنااهااا أانََّّاا مُفْت اقارأٌلِا  ةُ وارافْعِ الضهيق يْهِا مِنْ حايْثُ الت َّوْسِعا واأامَّا الحاْاجِيَّاتُ، فاما

طْلُوْبِ، فاأِذاا لَ تراع  الْمُوْدهِي فىِى الْغاالِبِ إِلىا الحاْراجِ والْماشاقَّةِ الَّلَا حِقاةِ بِفاوْتِ الْما

لُغُ ما  ُِنَّهُ لاا ي اب ْ اِلىا الْْمُْلاةِ الحاْراجُ واالْماشاقَّةُ، والا لَّفيْْا  اُ ادِ ب ْ دخل ِلتَّ الْمُ لاغا الْفاسا

                                                             
42 Ibid., 19-20 
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اصاالِحِ الْعاامَّةِ. واهيا جاا ريِاةٌ فِى الْعِباادااتِ، واالْعاادااتِ، 
الْعاادِيهِ الْمُت اواقَّعِ فِى الم

 واالْمُعاامالَاتِ، والْنِايَاتِ .43

Maslahat hajiyyat berarti sesuatu yang dibutuhkan dari segi 

upaya memperoleh keluasan, dan menghilangkan 

kesempitan yang pada umumnya mendatangkan pada 

kesulitan dan kepayahan yang menyebabkan hilangnya 

sesuatu yang dicari. Jika maslahat hajiyyat tidak dijaga 

manusia akan masuk pada kesulitan dan kepayahan, tetapi 

tidak sampai pada kerusakan yang biasa terjadi pada 

kemaslahatan umat. Maslahat hajiyyat tersebut berlaku 

pada ibadah, adat, muamalah, dan jinayah. 

c. Al-Maqāsid al-tahsīniyyat (tujuan suplementer) 

Al-maqāsid al-tahsīniyyat ini penting karena berfungsi sebagai 

penyempurna dari kedua tujuan syariat sebelumnya. Tujuan dari 

pembebanan syariat pada tingkatan ini diarahkan pada etika atau nilai-

nilai kebaikan dan budi kehidupan manusia. Dalam kadar sekiranya 

manusia dapat bersikap dan berbudi pekerti sesuai dengan akal sehat. 

Misalnya ajaran tentang berhias, tentang kebersihan, sedekah dan lain 

sebagainya.44 

Al-maqāsid al- darūriyyat merupakan pokok dari dua maqāsid 

yang lain. Artinya apabila keberadaannya tidak ada maka tingkatan 

maqāsid yang lain tidak berlaku lagi. Dalam hal ini, al-shatibi 

menjabarkannya seperti berikut: 

a) Al-maqāsid al-darūriyyat merupakan pokok dari dua maqāsid yang 

lain. Sehingga rusak atau terganggunya memastikan rusaknya yang 

lain. 

                                                             
43 Ibid,. 21. 
44 Ibid. 
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b) Terkadang terjadi kemungkinan terganggunya dua maqāsid yang 

lain akan menyebabkan al-maqāsid al-darūriyyat menjadi rusak. 

Oleh karena itu, sangat dianjurkan menjaga al-maqāsid al-hājiyyat 

dan al-maqāsid al-tahsīniyyat untuk menopang al-maqāsid al-

darūriyyat.45 

6. Maqāşid Syari’ah dalam pernikahan 

Maqaşid Syari’ah adalah tujuan Allah dan Rasulnya dalam 

merumuskan hukum-hukum islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam 

ayat-ayat a-qur’an dan sunnah rasulullah sebagai alasan logis bagi 

rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia. 

Abu ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap 

ayat-ayat alqur’an dan sunnah rasulullah bahwa hukum-hukum 

disyari’atkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan ummat manusia, 

baik didunia maupun di akhirat. kemaslahtan yang akan diwujudkan itu 

menurut imam al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan 

Dharuriyyat, kebutuhan Hajiyyat, kebutuhan Tahsiniyyat.46 

Pernikahan juga dimaksudkan untuk memelihara eksistensi 

ummat (hifẓ al-ummah) dengan tujuan memelihara eksistensi umat dan 

dapat dilihat dari sabda rasulullah,: “saya amat membanggakan umat 

yang banyak”. kemudian memelihara harta (hifẓ  al-māl) dapat dilihat 

tuntunan menikahkan anak-anak yatim setelah mereka dewasa dan 

mampu mengelola hartanya, kewajiban nafkah dan kewenangan istri 

dalam mengelola harta suaminya, dan memelihara akal (hifẓ  al-Aql) 

tujuannya dapat dilihat dari tanggung jawab mendidik keluarga bagi 

seorang ayah dan mendidik anak oleh orang tuanya. Hal ini dapat 

disimpulkan dari penjelasasn Allah dan Rasul-Nya. 

1. Dimensi-dimensi dalam pernikahan 

                                                             
45 Ibid., 23 
46 Satria Effendi, Ushul Fiqih (Jakarta: kencana, 2005), 233. 
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Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan, manfaat atau hikmah 

yang meliputi berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a) Aspek manusia dan kemanusiaan. Pernikahan adalah upaya untuk 

menjaga keberlangsungan hidup manusia dibumi, hidup dengan cara 

yang manusiawi (humanis). 

b) Aspek Agama/ moral. Pernikahan merupakan jalan hidup yang 

sesuai dengan ajaran Allah, perbuatan yang disukai rasulullah 

(Sunnahnya) serta dapat menghindari perzinahan dan kefasikan. 

c) Aspek personal (kedirian). Pernikahan dapat juga dijadikan upaya 

atau proses pembangunan potensi diri. Dengan menikah seorang 

dapat hidup kebahagian, memenuhi kebutuhan seksual, memelihara 

kehormatan, serta dan dapat menyalurkan naluri keibuan dan 

kebapak-bapakan. 

d) Aspek keluarga. Pernikahan dapat menjaga kejelasan dan 

keberlangsungan keturunan/ nasab, menata hidup berkeluarga, 

menerapkan potensi kepemimpinan, serta memperkokoh ikatan 

denagn keluarga besar. 

e) Aspek sosial. Keluarga meruapakan subsistem masyarakat. Dengan 

menikah dapat menjaga keteraturan sistem sosial (masyarakat, suku, 

dan bangsa). 

B. Kedudukan Suami Istri 

1. Keseimbangan kedudukan Suami Istri dalam Perkawinan 

Keseimbangan kedudukan antara suami istri diartikan sebagai 

segala sesuatu dalam kehidupan berumah tangga harus dirunding dan 

diputuskan bersama oleh suami istri yang bersangkutan. Dimaksudkan 

agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian. Dimaksudkan 

agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian mereka dalam 

membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. 

Secara fisik walaupun di dalam rumah tangga laki-laki memang 

pada umumnya lebih kuat dibandingkan dengan perempuan, namun 
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mereka adalah sama, kedudukan mereka adalah sama, dalam pengertian 

bahwa masing-masing sama-sama mempunyai kewajiban yang harus 

ditunaikan, dan sama-sama mempunyai hak yang tidak boleh diabaikan. 

Kelalaian di satu pihak dalam menunaikan kewajibannya berarti 

menelantarkan hak pihak lain yang pada gilirannya akan mengakibatkan 

keretakan rumah tangga dan memungkinkan terjadinya perceraian.47 

2. Kedudukan Perempuan dalam Rumah Tangga 

Salah satu kedudukan perempuan dalam rumah tangga adalah 

sebagai seorang istri pendamping suami. Dalam Islam, suami dan istri 

masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Sebagai seorang istri, 

seorang perempuan menurut Islam berhak mendapatkan perlindungan, 

kasih sayang, penghargaan dan nafkah lahir batin dari suaminya. Dalam 

beberapa buah hadits Rasul SAW, disebutkan bagaimana seharusnya 

sikap seorang suami yang baik terhadap istrinya. Hal ini digambarkan 

oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya:  

اِنْ جاعْفارِ بْنِ  اِاصِمٍ،  ث اناا أابوُ  ََّ : حا ، قاالاا َُ بْنُ يَاْيَا لافٍ وامُحامَّ رُ بْنُ خا ُْ ث اناا أابوُ بِشْرٍ با ََّ   حا

اِنْ  نا،  ُِمااراةا بْنِ ث اوْبًا هِ  اِمهِ اِنْ  نا،  اِ يَاْيَا بْنِ ث اوْبًا اِبَّاسٍ،  اِنِ ابْنِ   نِ النَّبِهِ صالَّىاِطااءٍ، 

 : لَّما، قاالا اِلايْهِ واسا  48خايْركُُمْ خايْركُُمْ لِِاهْلِهِ، واأانَّا خايْركُُمْ لِِاهْلِي»اللهُ 

“Orang yang terbaik diantara kamu ialah siapa yang terbaik 

terhadap keluarganya. Aku adalah yang terbaik kepada 

keluargaku”. (H.R. Ibnu Majah).  

 

Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda:  

 : اِنْ أابِ هُرايْ راةا، قاالا لاماةا،  اِنْ أابِ سا اِمْروٍ،  اَ بْنا  عْتُ مُحامَّ : سَاِ ، قاالا ث اناا ابْنُ إِدْريِسا ََّ  حا

لَّما: اِلايْهِ واسا نُ هُمْ خُلُقا  قاالا راسُولُ اِلله صالَّى اللهُ  ، أاحْسا لُ الْمُؤْمِنِيْا إِيماانَّا  ا، واخِياارهُُمْ " أاكْما

                                                             
47 Adinda Permatasari, “Kedudukan Seimbang Suami Istri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam 

dan Hukum Perkawinan Nasional dalam Kasus Vasektomi” Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia (Depok, 
2006), 70, tidak dipublikasikan. 

48 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (tt: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah, tth), Juz 1, 636. 
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 "49ۚ  لِنِسَائِهِمخِياارهُُمْ 

“Orang yang paling sempurna imannya ialah orang yang 

terbaik budi pekertinya, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang 

berlaku baik kepada istrinya”. (H.R Ibnu Asakir dari Ali r.a, Ahmad 

dan Tirmidzi). 

Selanjutnya, seorang suami diminta untuk lebih sabar dan tidak 

cepat marah, karena wanita lebih emosional, maka laki-laki diminta 

untuk lebih bersikap rasional. Dia harus bergaul dengan istrinya dan 

menghargai perasaannya, suami harus menjaga milik pribadi istrinya 

dan dia tidak boleh menghabiskan walau satu sen pun dengan tanpa 

persetujuan istri.50 

Islam mengajarkan kepada istri bagaimana mereka harus 

bertindak terhadap suaminya dalam pergaulan rumah tangga untuk 

menciptakan kehidupan bersama yang harmonis. Dalam hadits Riwayat 

Thabrani bahwa Nabi SAW mengajarkan: “Sebaik-baiknya istri adalah 

yang dapat menyenangkan hati suaminya apabila suami melihatnya, taat 

kepada suaminya bila disuruh serta dapat menjaga kehormatan dirinya 

dan harta benda suaminya”. 

Berdasarkan petunjuk Rasulullah tersebut dapat memetik 

pelajaran sebagai berikut: pertama, seorang istri harus pandai 

menyenangkan hati suainya. Ia harus bersikap sopan santun, bermuka 

manis, ramah tamah, menunjukkan kecintaanya yang penuh terhadap 

suami. Bertutur kata lemah lembut dengan budi bahasa yang menarik 

akan menciptakan kerukunan dan kedamaian. 

Seorang istri harus bisa menjadi pelipur lara dan penenang 

hatinya dikala suami sedang dilanda kesusahanatau kesulitan, serta 

dapat memberi harapan ketika akan berputus asa. Selain pandai 

bersikap, seorang istri hendakny pandai memelihara kebersihan dan 

                                                             
49Ahmad ibn Hanbal, Musnad Al-Imam ibn Hanbal, ( tt: Ar-Risalah, 2001) juz 12, 364.  
50 R. Magdalena, “Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan 

perempuan dalam masyarakat islam)”,  jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. II, No. 1, 2017, 32-33. 



 

31 
 

kecantikannya agar tetap menarik pandangan suami. Mempercantik diri 

itu terutama untuk suami. 

Kedudukan perempuan selain sebagai seorang istri dalam rumah 

tangga adalah sebagai ibu rumah tangga, perannya lebih ditekankan 

pada usia pembinaan keluarga untuk mewujudkan keluarga bahagia atau 

keluarga sakinah. Ibu yang melahirkan, merawat dan memelihara anak 

peranannya sangat penting dalam mencetak generasi penerus. Sebagai 

ibu ia harus bertanggung jawab dalam mendidik anak agar putranya 

menjadi orang yang beriman dan terhindar dari siksaan api neraka.51 

Firman Allah dalam surah Al-Tahrim ayat 6: 

اُ  ا مالآََٰٰئِ ها اِلاي ْ ا ٱلنَّاسُ واٱلحِْجااراةُ  راا واقُودُها ُُمْ نَّا ُُمْ واأاهْلِي ا ٱلَّذِينا ءاامانُوا قُوا أانفُسا ِِلَا ٌٌ ةٌ يَاَٰاي ُّها   

ادٌ لاَّ ي اعْصُون ٱلَّّا ماا أاماراهُمْ واي افْعالُونا ماا يُ ؤْمارُونا  اَ  شِ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan. 

 

Kedudukannya sebagai seorang ibu rumah tangga kelak akan 

diminta pertanggung jawabannya oleh Allah SWT. Dan sebagaimana 

disabdakan Rasulullah SAW yang artinya: Seorang wanita adalah 

pemimpin rumah tangga suaminya dan mengurus anak-anaknya serta 

kelak akan akan dimintai pertanggung jawabannya terhadap apa yang 

dipimpinnya. 

Ibu yang baik adalah ibu yang membesarkan anak-anaknya 

dengan kasih sayang. Mendidik dan menanamkan nilai-nilai islam pada 

diri mereka sejak kecil atau masih dalam kandungan. Dan suami istri 

memikul kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak-

                                                             
51 Muhammad Koderi. Bolehkah wanita menjadi Imam Negara, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999) 

60. 
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anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun 

kecerdasan dan pendidikan agamanya. 

3. Pandangan ulama tentang kedudukan suami dan istri 

Tafsir al-Azhar memahami Q.s An-nisā/ 4:34 sebagai 

argumentasu kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Kepemimpinan 

tersebut erat kaitannya dengan perbandingan 2:1 bagian warisan laki-

laki dan perempuan, kewajiban laki-laki membayar mahar, dan perintah 

kepada suami untuk memperlakukan dengan baik istrinya. Hal ini 

disebabkan karena laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. 

Kepemimpinan ini disebabkan karena laki-laki memeiliki naluri 

kepemimpinan, sedangkan perempuan memiliki naluri dipimpin.52 

Tafsir An-Nur menerjemahkan kata qawwāmun pada Q.s an-

nisā sebagai pengatur53 bukan pemimpin seperti pemahaman tafsir pada 

umumnya. Tugas melindungi bagi laki-laki terhadap perempuan 

menjadi sebab peperangan hanya diwajibkan bagi laki-laki, tidak untuk 

perempuan. Hal itu pula yang menyebabkan sehingga laki-laki 

mendapatkan bagian warisan 2 kali dibanding perempuan. Khusus 

dalam rumah tangga, laki-lakilah yang menjadi pemimpin.54 Seperti 

tafsir an-Nur, tafsir al-Furqān juga menerjemahkan kata qawwāmun 

sebagai pengatur. Alasan kepemimpinan laki-laki atas perempuan 

menurut tafsir ini adalah karena kelebihan laki-laki dan kewajibannya 

menafkahi istrinya. Kelebihan yang dimaksud adalah kelebihan 

kekuatan, keberanian, keteguhan hati, dan ketepatan.55 

Di luar dari hal yang dikemukakan diatas, seorang lkai-laki 

adalah setara dan sama dengan seorang wanita dalam hal hak dan 

kewajibannya. Inilah kebaikan islam. Allah SWT berfirman: 

اِلايْهِنَّ داراجاةا  عْرُوفِ واللِرهجِاالِ  اِلاىْهِنَّ بلِْما  ولَانَُّ مِتْلُ الَّذِى 

                                                             
52 Hamka, Tafsir al-Azhar, (Jakarta: pustaka panjimas, 1982), Vol.v, hal 46-47. 
53 Hasbi Ash-shiddiqy, Tafsir al-Qur’an al-Majid al-Nur, (Semarang: Putra Rizki, 1995), Vol. I, 815. 
54 Ibid., 816. 
55 A. Hasan, Tafsir al-Furqan, (Bangil: persatuan,t.th), 162. 
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Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan 

kelebihan daripada istrinya. Allah Maha Perkasa lagi maha 

bijaksna. (Q.S al-Baqarah ayat 228). 

Tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga, adalah 

menjaga, membela, bertindak sebagai wali, memberi nafkah dan 

sebagainya. Lain halnya dengan wanita, ia justru mendapat jaminan 

keamanan dan nafkah. Itulah sebabnya kaum pria memperoleh 

warisan dua kali lipat dari bagian wanita.56 

Antara laki-laki dan perempuan, keduanya saling 

melengkapi dan tidak bertentangan. Laki-laki bertugas untuk 

mencari nafkah, memelihara istri dan anak-anaknya, serta 

menyediakan kebutuhan hidupnya, sedangkan perempuan bertugas 

memelihara rumah tangga, hamil, melahirkan mengasuh anak dan 

menjadi tempat berteduhnya suami datang dari kerja dan kelelahan. 

Setelah bersusah payah mencari nafkah disambut oleh sang istri 

dengan senyuman dan kasih sayang yang menghapus semua 

kepenatannya, dan masing-masing mendapatkan apa yang 

dibutuhkan.57 

                                                             
56 Humaizah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer, (Bandung: 

Angkasa, 2005), 138. 
57 Ibid., 139. 



 

34 
 

BAB III 

KESEIMBANGAN KEDUDUKAN SUAMI ISTRI DALAM PASAL 79 

AYAT 2 KOMPILASI HUKUM ISLAM 

A. Kompilasi Hukum Islam 

1. Gambaran Umum Kompilasi Hukum Islam 

Adanya perdebatan istilah kompilasi dalam kompilasi Hukum 

Islam yang disebabkan kurang populernya kata tersebut digunakan, baik 

digunakan dalam pergaulan sehari-hari, praktik, bahkan dalam kajian 

hukum  sekalipun.58 

Untuk mendapatkan gambaran tentang Kompilasi Hukum Islam 

ini perlu terlebih dahulu dijelaskan pengertian kompilasi dan asal 

usulnya. Penjelasan ini diperlukan mengingat kenyataan menunjukkan 

bahwa masih banyak kalangan yang belum memahami secara betul 

pengertian kompilasi itu. Hal ini disebabkan karena istilah tersebut 

memang kurang popular digunakan, kendati dikalangan pengkajian 

hukum sekalipun.59 

Kompilasi Hukum Islam berasal dari kata “Compilare” dari 

bahasa latin yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, 

seperti misalnya: mengumpulkan perturan-peraturan yang tersebar 

berserakan dimana-mana, istilah ini dikembangkan menjadi 

“Compilation” dalam Bahasa inggris dan “Compilatie” dalam bahasa 

Belanda, selanjutnya dipergunakan kedalam Bahasa Indonesia menjadi 

“Kompilasi” yang berarti mengumpulkan secara bersama-sama 

peraturan-peraturan yang berseerakan untuk dijadikan satu kumpulan 

hukum.60 

 Bahasa latin menemukan kata compilation dengan arti 

“kumpulan (terdiri dari kutipan-kutipan, buku-buku latin)”. Dalam 

bahasa inggris, kamus susunan Echols dan Shadily menulis arti 

                                                             
58 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), 34 
59 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), 9. 
60 Barzah Latupono, dkk., Buku Ajar Hukum Islam, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), Cet I, 155. 
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compilation sebagai “himpunan”, kompilasi dan istilah compilation of 

laws diberi arti sebagai “himpunan undang-undang”. Kamus besar 

bahasa Indonesia, menjelaskan kata “kompilasi” dengan sebutan 

“kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, 

karangan-karangan, dan sebagainya. Sementara Ensiklopedi Indonesia 

menerangkan, yang dimaksudkan kompilasi adalah “suatu buku yang 

merupakan himpunan karangan berbagai penulis”. 

Keterangan tersebut di atas sekalipun memberi makna secara 

harfiah, tetapi dapat memberi petunjuk bahwa kompilasi merupakan 

suatu perbuatan atau tindakan penghimpunan berbagai bahan, karangan 

maupun informasi untuk disusun ke dalam suatu buku secara teratur. 

Pengertian ini masih menyentuh kegiatan berbagai bidang secara umum 

dan belum memberi sisi sebagai produk hukum sebagaimana di kandung 

dalam istilah kodifikasi. Apabila kompilasi dihubungkan dengan hukum 

Islam yang kemudian disebut dengan Kompilasi Hukum Islam, maka 

dapat dirumuskan sebagai himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang 

disusun secara sistematis selengkap mungkin dengan berpedoman pada 

rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam 

peraturan perundang-undangan.61 

Menurut  Wahyu Widana, yang dimaksud dengan KHI adalah 

sekumpulan materi hukum islam yang di tulis pasal demi pasal yang 

berjumlah 229 pasal, terdiri dari 3 kelompok materi hukum yaitu hukum 

perkawinan (170 pasal), hukum kewarisan termsuk hibah dan wasiat (44 

pasal), dan hukum perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan 

penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum terssebut. KHI ini 

disusun dengan jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena 

pengaruh perubahan sosial yang terjadi di negeri ini dari masa ke 

masa.62 Bustanul Arifin menyebutkan Kompilasi Hukum Islam sebagai 

                                                             
61 Nurjihad, “Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam”, 

Jurnal Hukum, vol. 11, no. 27, September 2004: 108 
62 Dadang Hermawan dan Sumardjo, “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materil Pada 

Peradilan Agama”, Yudisia, vol. 6, no. 1, 2015, 27. 
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“fiqh dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu 

disebut Peng-kanun-an hukum syara’.63 

Rumusan yang sama dikemukakan Muhammad Daud Ali, 

Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan atau himpunan kaidah-

kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis. Isi dari dari 

kompilasi hukum islam terdiri dari 3 buku, masing-masing buku dibagi 

ke dalam beberapa bab dan pasal, dengan sistematika sebagai berikut: 

Buku I Hukum perkawinan terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal  

Buku II  Hukum Kewarisan terddiri dari 6 bab dengan 44 pasal (dari 

pasal 171 sampai dengan pasal 214) 

Buku III Hukum Perwakafan, terdiri dari 5 Bab dengan 14 pasal (dari 

pasal 215 sampai dengan pasal 228).64 

Kompilasi Hukum Islam secara materi, dapat dikatakan sebagai 

hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dikatakan tertulis sebab 

sebagian materi Kompilasi Hukum Islam merupakan kutipan dari atau 

menunjuk materi perundang undangan yang berlaku, seperti UU Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 22 Tahun 1946 jo UU 

32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah bagi Umat Islam, PP Nomor 

9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 

dan sebagainya. Dikatakan sebagai hukum tidak tertulis sebab sebagian 

materi Kompilasi Hukum Islam merupakan rumusan yang diambil dari 

materi siqh atau ijtihad para ulama dan kesepakatan para peserta 

lokakarya. Kondisi Kompilasi Hukum Islam yang bukan peraturan 

perundang-undangan itu yang menjadikan Kompilasi Hukum Islam 

disikapi beragam oleh Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan 

Tinggi Agama (PTA).65 

 

                                                             
63 Bustanul Arifin, “Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang”, Pesantren, Vol. 11, No.2, 

1985, 25. 
64 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 267. 
65 Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 1994), 95. 
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2. Latar Belakang Penyusunan 

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim, 

dan konon merupakan yang terbesar di dunia.66 Hukum Islam sebagai 

tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk 

dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam 

masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam 

yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan 

dan pembinaan dan pengembangannya.67 

penduduk Indonesia yang mayoritas Umat Islam di negeri ini, 

salah satu upaya dalam rangka pengamalan syari’at Islam, adalah 

menjadikan hukum Islam itu sebagai hukum positif di Indonesia. 

Keberhasilan umat Islam untuk menjadikan hukum Islam sebagai 

hukum positif, antara lain telah nampak pada perumusan Pancasila 

sebagai landasan filosofis bangsa, sebagaimana tertuang dalam Piagam 

Jakarta, yang menegaskan bahwa negara Republik Indonesia 

berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at 

Islam bagi pemeluk–pemeluknya. Landasan filosofis tersebut diikuti 

oleh dan merupakan rangkaian kesatuan dengan Piagam Jakarta, 

sebagaimana ditegaskan dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. 

Kompilasi Hukum Islam disusun atas prakarsa penguasa Negara, 

dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (Melalui 

Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari 

berbagai unsur. Secara resmi Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil 

consensus (ijtima’) ulama dari golongan melalui media lokakarya yang 

dilaksanakan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari 

kekuasaan Negara.68 

                                                             
66 M. Hafidz Al-Ashqia, Kaya Wajib Bagi Orang Islam, (Yogyakarta: Khazanah Sulaiman, 2011), 

4. 
67 Mardani, Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 171 
68 Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: PT. Logos 

Wacana Ilmu, 1999), Cet I, 8. 
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Dari sudut lingkup makna the ideal law, kehadiran Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang 

dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam 

Indonesia, terutama tentang (1) adanya norma hukum yang hidup dan 

ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial, (2) aktualnya dimensi 

normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang 

mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum, (3) response 

struktural yang dini melahirkan rangsangan KHI, dan (4) alim ulama 

Indonesia mengantisipasi ketiga hal di atas dengan kesepakatan bahwa 

KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan 

kondisi hukum dan masyarakat Indonesia. 

KHI hadir dalam hukum Indonesia melalui instrumen hukum 

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991, 

dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 

154 Tahun 1991 tanggal 22 juli 1991. Terpilihnya Inpres menunjukkan 

fenomena tata hukum yang dilematis, pada satu segi, pengalam 

implementasi progam legislatif nasional memperlihatkan Inpres 

berkemampuan mandiri untuk berlaku efektif disamping instrument 

hukum lainnya dan karenanya memiliki daya atur dalam hukum positif 

nasional, dan pada segi lain, Inpres tidak terlihat sebagai salah satu 

isntrumen dalam tata urutan peraturan perundangan, apalagi 

dibandingkan dengan analisis Attamimi dalam disertasinya. Sekalipun 

demikian Inpres-KHI termasuk lingkup makna oganik Pasal 4 ayat (1) 

UUD 1945 dan merambat pada konvensi produk tadisi konstitusional 

dalam rangkaian penyelenggaraan negara.69 

Kompilasi Hukum Islam Sebagaimana tersebut pada Inpres 

Nomor 1 Tahun 1991 lahir dilatarbelakangi oleh tidak adanya satu kitab 

hukum resmi sebagai rujukan standar yang dipergunakan menjadi dasar 

dalam memberi putusan di lingkungan badan peradilan agama, seperti 

                                                             
69 Yulkarnain Harahap & Andy Omara, Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum 

Perundang-Undangan, Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 3, Oktober 2010, 629. 
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halnya yang ada di lingkungan peradilan umum (KUH Perdata). 

Sebelumnya para hakim agama mempergunakan berbagai kitab fikih 

susunan para faqih beberapa abad silam sebagai dasar pengambilan 

putusan. Akibatnya terjadi ketidakseragaman dalam menentukan dasar 

bagi produk putusan pengadilan agama, hal itu terjadi karena para hakim 

dalam memberikan putusannya dipengaruhi oleh latar belakang  rujukan 

yang dipedomaninya. Lebih kronis lagi bila hakim terlalu fanatic pada 

rujukan tertentu dan tidak mau beranjak dari rujukan tersebut, akibatnya 

lahirlah putusan-putusan agama yang saling berbeda dasar hukumnya 

antara putusan yang satu dengan lainnya, meskipun kasus perkaranya 

sama. Apabila kebetulan hakim yang memberi putusan pada tingkat 

pertama berbeda kitab rujukannya dengan hakim yang lain pada tingkat 

banding, maka tidak dapat dihindarkan lagi terjadi putusan yang 

berbeda.70 

Seiring berjalannya waktu, kitab-kitab fiqh yang dipakai di 

Pengadilan Agama juga mulai tersaringkan dengan sendirinya sehingga 

tidak lagi seperti sebelumnya. Penyaringan tersebut barangkali terjadi 

secara alami mengingat keterbatasan pengetahuan hakim yang bertugas 

di Pengadilan seperti di pondok pesantren dan madrasah. Akhirnya 

Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/I/735 Tanggal 18 Februari 

1958 sebagai pelaksana PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah di luar Jawa dan Madura 

menganjurkan hakim agama menggunakan sebanyak 13 kitab fiqh 

sebagai pedoman. 

Kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Al-Bajuri; 

b. Fathul Mu’in; 

c. Asy-Syarkawi ‘ala at-Tahrir; 

d. Al-Qalyubi/al-Mahalli; 
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e. Fathu al-Wahhab wa Syarhuh; 

f. At-Tuhfah; 

g. Targhib al-Musytaq; 

h. Al-Qawanin asy-Syar’iyyah li Sayyid bin Yahya; 

i. Al-Qawanin asy-Syar’iyyah li Sayyid Shadaqoh Dachlan; 

j. Asy-Syamsuri fi al-Faraid; 

k. Bughyah al-Mustarsyidin; 

l. Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah; 

m. Al-Mughni al-Muhtaj. 

Dengan merujuk 13 buah kitab ini yang dianjurkan maka 

langkah ke arah kepastian hukum semakin nyata. Meskipun secara 

materi kitab-kitab tersebut terkenal keabsahannya, namun hal tersebut 

tidak memecahkan masalah yang ada. Justru menambah kesemrawutan 

rujukan hukum bagi Peradilan Agama.71 

Perkembangan ini menyebabkan lembaga Peradilan Agama 

harus meningkatkan kemampuannya agar dapat melayani para pencari 

keadilan dan memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya dan seadil-

adilnya, kemampuan seperti itu akan ada apabila terdapat satu hukum 

yang jelas dalam satu kitab kumpulan garis-garis hukum yang dapat 

digunakan oleh hakim Peradilan Agama. Atas pertimbangan inilah, 

antara lain melahirkan surat keputusan besar ketua Mahkamah Agung 

dan Menteri Agama pada tanggal 21 maret 1984 membentuk sebuah 

panitia yang diberi tugas untuk menyusun kompilasi hukum Islam. Dan 

hukum Islam apabila tidak dikompilasikan maka berakibat pada tidak 

seragam dalam menentukan hukum Islam, tidak jelas bagaimana 

menerapkan syariah, tidak mampu menggunakan jalan alat yang telah 

tersedia dalam UU 1945.72 

                                                             
71 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Inpres RI No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum 

Islam di Indonesia, (Jakarta: Depag RI, 2000), 128. 
72 Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik 

Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi, ( Tt : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama 
RI, 2008 ), cet.1, 259. 
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Proses Pembentukan Hukum Islam ini mempunyai kaitan yang 

erat dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Menurut M. 

Daud Ali, dalam membicarakan hukum Islam di Indonesia, pusat 

perhatian akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam dalam sistem 

hukum Indonesia. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang 

dipegangi/ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah 

hukum yang telah hidup Dalam masyarakat, merupakan sebagian dari 

ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum nasional 

dan merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.73 

Kompilasi Hukum Islam ini merupakan keberhasilan besar umat 

Islam Indonesia pada pemerintahan orde baru. Umat Islam di Indonesia 

akan mempunyai pedoman fikih yang seragam dan telah menjadi hukum 

positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang 

beragama Islam. Dengan ini diharapkan tidak akan terjadi 

kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga peradilan Agama 

dan sebab-sebab khilaf yang disebabkan oleh masalah fikih dapat 

diakhiri. Berdasarkan pernyataan ini dapat dikatakan bahwa latar 

belakang dari diadakannya penyusunan kompilasi adalah karena adanya 

kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang 

massalah-masalah hukum Islam. 

Selanjutnya M. Yahya Harahap menambahkan bahwa adanya 

penonjolan kecenderungan mengutamakan fatwa atau penafsiran ulam 

dalam menetapkan dan menerapkan hukum menjadi salah satu alasan 

penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Dikatakan bahwa para hakim di 

Peradilan Agama, pada umumnya menjadikan kitab-kitab fikih sebagai 

landasan hukum Islam, para hakim Peradilan Agama telah 

menjadikannya “kitab hukum” (perundang-undangan). Jadi, belum 

adanya hukum-hukum yang dirumuskan secara sistematis sebagai 

landasan rujukan mutlak atau hukum Islam yang ada di Indonesia, pada 

                                                             
73 Abd. Muin dan Ahmad Khotibul Umam, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum 

Positif, Jurnal Risalah, Vol. 1, No,1, Desember 2016, 65. 
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umumnys jugs menjadi latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum 

Islam.74 

3. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam 

Proses yang ditempuh dalam penyusunan Kompilasi Hukum 

Islam adalah sebagai berikut: 

 Pertama: mengadakan pengkajian kitab-kitab fiqih islam, 

Khususnya kepada ketiga belas kitab fiqih yang di tetapkan 

pemerintah menjadi pegangan hakim pengadilan Agama. Para ahli 

dari sejumlah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) merumuskan 

garis-garis hukum yang terdapat dalam fiqih itu disertai dalil-dalil 

hukumnya yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. 

 Kedua: mengadakan wawancara dengan para alim ulama di sepuluh 

ibu kota propinsi di Indonesia, Para ulama, baik secara pribadi 

maupun sebagai pimpinan organisasi sosial keagamaan 

mengemukakan berbagai pendapat hukumnya mengenai berbagai 

hal yang dinyatakan kepada mereka dan mereka menyatakan 

dukungan ats usaha pengumpulan atau penghimpunan kaidah-

kaidah atau garis-garis hukum islam tersebut. 

 Ketiga: mengadakan penelitian terhadap yurisprudensi Peradilan 

Agama sejak zaman Hindia Belanda dahulu sampai saat penyusunan 

kompilasi hukum islam yang terhimpun berbagai dokumen, 

dipelajari dan dikaji serta ditarik gariss-garis hukum dari padanya. 

 `Keempat: melakukan studi perbandingan ke luar negeri, yakni di 

Negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama islam 

mengenai hukum dan penerapan hukim islam di Negara tersebut 

serta sistem peradilan mereka. Hasil hasil dari seluruh kegiatan 

tersebut setelah di olah dan dirumuskan, disetujui dalam lokakarya 

ulama islam Indonesia yang diselenggaran di Jakarta pada tanggal 2 

sampai 5 februari 1998.75 

                                                             
74 Ibid,.. 66. 
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Selama proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari 

awal sampai akhir dengan segala tahapannya dapat diketahui bahwa 

yang menjadi sumber rujukan bagi penyusunan Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) itu adalah sebagai berikut: 

a) Hukum perundang-undangan berkenaan dengan perkawinan, yaitu UU No.32 

Tahun 1954; UU No.1 Tahun 1974; PP No.9 Tahun 1975 dan PP No.7 Tahun 

1989 sebagai sumber rujukan, memang terasa agakjanggal; karena 

UU No.7 Tahun 1989 itu diundangkan pada tanggal 29 Desember 

1989, dengan Lokakarya Ulama sebagai tahap akhir dari kegiatan 

penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlaku tanggal 2 sampai 

tanggal 6 Februari 1988. Namun kenyataannya materi yang terdapat 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berkenaan dengan Hukum 

Acara, hampir semuanya sama dengan rumusan yang terdapat pada UU No. 7 

Tahun 1989. Mungkin materi yang terdapat dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) tersebut diambil dari Rancangan undang-undang 

yang memang sudah lama dipersiapkan. 

b) Kita-kitab fiqh dari berbagai bermadzhab, meskipun yang terbanyak 

adalah dari madzhab Syafi’i. Dari daftar kitab fiqh yang ditelaah 

untuk perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu kelihatannya 

kitab-kitab tersebut berasal dari madzhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, 

Hambali dan Zhahiri. Memang pernah digunakan kitab fiqh dari 

madzhab Syi’ah Imamiyah dalam telaah kitab itu, yaitu al-Mabsuth Fi 

Fiqh al-Imamiyah, karya al-Thusiy, namun dalam daftar kitab yang 

dibaca tidak ada kelihatan kitab fiqh yang berasal dari madzhab 

Syi’ah Imamiyah tersebut. 

c) Hukum adat yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tampil dalam 

beberapa yurisprudensi Pengadilan Agama, namun kelihatannya tidak 

banyak yang langsung diambil Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari 

Hukum Adat. Seandainya ada praktik adat itu terdapat dalam 
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti harta bersama dalam 

perkawinan, namun tidak diambil.76 

4. Landasan dan Tujuan Kompilasi Hukum Islam 

Perumusan Kompilasi Hukum Islam dipengaruhi oleh beberapa 

landasan: 

a) Landasan historis: terkait dengan pelestarian hukum Islam, didalam 

kehidupan masyarakat bangsa, ia merupakan nilai-nilai yang abstrak 

dan sakral kemudian dirinci dan disistematisasi dengan penalaran 

logis. Kompilasi hukum Islam ini juga merupakan sistem untuk 

memberikan kemudahan penyelenggaraan peradilan agama di 

Indonesia. Dan didalam sejarah Islam pernah dua kali ditiga negara, 

hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan negara: 

(1). Di India masa Raja Aung Rang Zeb yang membuat dan yang 

memberlakukan perundang-undangan Islam yang terkenal dengan 

fatwa a lamfiri, (2). Di Kerajaan Turki Usmani yang terkenal dengan 

nama Majallah al-Ahkam al-Adliyah, (3). Hukum Islam pada tahun 

1983 dikodifikasikan di Sudan.77 Pembatasan 13 kitab yang 

dilakukan oleh Departemen Agama pada tahun 1958 yang 

digunakan diperadilan agama adalah merupakan upaya kearah 

kesatuan dan kepastian hukum yang sejalan dengan apa yang 

dilakukan dinegara-negara tersebut. Dan dari situlah kemudian 

timbul gagasan untuk membuat kompilasi hukum Islam sebagai 

buku hukum dipengadilan agama. 

b)  Landasan yuridis: landasan yuridis tentang perlunya hakim 

memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah UU No.14 tahun 

1970 pasal 20 ayat 1 yang berbunyi : “Hakim sebagai penegak 

                                                             
76 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-

undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. 3, 24 

77 Direktorat Pembina Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ( Jakarta: tp, 2003), 

Cet. 3, 133. 
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hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami 

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian juga 

yang terkait dengantuntutan normatif, pasal 49 UU No 7 tahun 1989 

menyatakan bahwa Hukum Islam dibidang perkawinan, kewarisan 

dan perwakafan berlaku bagi orang-orang Islam, dalam UU 

perkawinan pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan sah 

apabila dilakukan menurut hukummasing-masing agamanya.78 Hal 

ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan bagi orang Islam adalah 

hukum Islam begitu juga bagi agama lain. Maka untuk tercapainya 

kepastian hukum maka dituntut adanya hukum tertulis yang 

memiliki daya ikat, oleh karena itu KHI merupakan jawabannya. 

Undang-undang No.14 tahun 1970 pasal 20 ayat 1. 

c) Landasan fungsional: Kompilasi disusun untuk memenuhi 

kebutuhan hukum di Indonesia, yang mengarah pada unifikasi 

mazhab dalam hukum Islam dan sistem hukum Indonesia kompilasi 

merupakan kodifikasi hukum yang mengarah pada pembangunan 

hukum nasional. Kompilasi hukum Islam sekarang diberlakukan 

dilingkungan peradilan agama di Indonesia, berfungsi sebagai 

petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-

perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang Islam, 

kompilasi tidak dihasilkan dari legislasi dewan perwakilan rakyat 

tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang digagaskan oleh 

Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang melibatkan 

beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia. Dasar legalitas 

berlakunya KHI adalah Intruksi Presiden tahun 1991 tanggal 10 juni 

1991.79 

Landasan dalam artian ini sebagai dasar hukum keberadaan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia adalah sesuai dengan 

                                                             
78 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ( Yogyakarta : Galang Prees, 2009 ), Cet. 1, 12. 
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Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Sudah jelas 

bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan wakaf bagi pemeluk-

pemeluk Islam telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku 

adalah hukum Islam, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu yang 

memuat hukum materiilnya dapat ditetapkan dengan Keputusan 

Presiden/Instruksi Presiden. Pendapat tersebut antara lain 

didasarkannya pada disertasi dari A. Hamid S. Attamimi. Dan 

selanjutnya ia mengatakan bahwa Instruksi Presiden tersebut dasar 

hukumnya adalah pasal empat ayat satu Undang-undang Dasar 1945, 

yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan 

Negara. Apakah dinamakan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, 

kedudukan hukum-hukumnya adalah sama. Karena itu pembicaraan 

mengenai kedudukan kompilasi tidak mungkin dilepaskan dari Instruksi 

Presiden dimaksud.80 

Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan 

Agama ialah Hukum Islam yang dalam garis besarnya meliputi bidang-

bidang hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan hukum Kewakafan. 

Hukum materiil tersebut tertulis antara lain dalam kitab-kitab fiqih yang 

banyak beredar di Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Biro 

Peradilan Agama No.B/1/735 tanggal 18 Februari 1958, kitab-kitab 

fiqih yang dijadikan pedoman hukum tersebut ialah bersumber pada 13 

buah kitab fiqih yang semuanya bermadzhab Syafi’i. 

Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 

PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan UU No.7 

tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kebutuhan hukum 

masyarakat semakin berkembang, sehingga kitab-kitab fiqih tersebut 

dirasakan perlu untuk diperluas, baik dengan menambahkan kitab-kitab 

dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan 

didalamnya dengan membandingkannya dengan yurisprudensi 
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Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun studi perbandingan dengan 

Negara-negara lain. 

Menteri Agama RI bekerjasama dengan ketua Mahkamah 

Agung RI melakukan penyusunan Kompilasi Hukum Islam dalam 

bidang-bidang yang menjadi wewenang Peradilan Agama dengan 

dibentuknya Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui 

yurisprudensi berdasarkan Surat Keputusan  Bersama Ketua Mahkamah 

Agung RI dengan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan No.25 tahun 

1985.81 

Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 

tersebut telah diinstruksikan kepada Menteri Agama agar supaya 

disebarluaskan dan digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh 

masyarakat yang memerlukan. Dengan Surat Keputusan No. 154 tahun 

1991 Menteri Agama telah memutuskan tentang hal-hal yang pada 

pokoknya sebagai berikut: 

1. Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah 

lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam 

tersebut digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang 

memerlukan dalam menyelesaikan maslah-masalah di bidang 

tersebut. 

2. Kompilasi Hukum Islam ini sedapat mungkin digunakan dalam 

menyelesaikan masalah-masalah dalam hukum perkawinan, hukum 

perwakafan dan kewarisan, disamping itu peraturan perundang-

undangan lainnya. 

Mengapa terbentuk Inpres tidak dalam bentuk PP atau Kepres. 

Di dalam penjelasan UUD 1945 ditentukan bahwa Presiden adalah 

penyelenggara pemerintah Negara tertinggi di bawah MPR. Di dalam 

UUD 1945 Presiden diberi wewenang untuk menetapkan peraturan-

peraturan dan kebijaksanaan dalam rangka menjalankan pemerintah 
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seperti disebut dalam pasal 4 ayat (1). Sedang dalam pasal 17 ditentukan 

Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh menteri-

menteri Negara, dan menteri-menteri itu memimpin departemen 

pemerintahan. Presiden berwenang memberikan instruksi kepada 

menteri baik sebagai pembantu Presiden dan sebagai kepala departemen 

untuk mendukung dan melaksanakan Instruksi Presiden, seperti halnya 

Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 untuk dapat melaksanakan Inpres 

tersebut. Dalam UUD 1945 tidak didapati larangan kepada Presiden 

untuk mengeluarkan Instruksi Presiden selama isi dan tujuannya tidak 

bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, TAP MPR dan Undang-

Undang yang berlaku.82 

Prof. Ismail Suny dalam tulisannya, mempertanyakan dasar 

hukum Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum materiil 

ditetapkan dalam bentuk Instruksi Presiden oleh karena sudah jelas 

bahwa dalam bidang Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan bagi 

pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan oleh Undang-undang yang 

berlaku adalah hukum Islam, maka Kompilasi Hukum Islam yang 

memuat hukum materiilnya dapat ditetapkan oleh keputusan 

Presiden/Instruksi Presiden. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dapat 

digunakan sebagai pedoman, landasan dan pegangan bagi hakim-hakim 

di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Hakim-hakim di 

Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan perkara-perkara 

yang menjadi wewenang Peradilan Agama. Sedang bagi masyarakat 

yang memerlukan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai 

dengan kesadaran hukumnya untuk melaksanakan baik dalam bidang 

Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan disamping peraturan 

perundang-undangan yang lain. Terutama sumber hukum al-qur’an dan 

Hadits. 
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Menurut pendapat Ismail Suny, bahwa hukum materiil yang 

diatur dalam KHI dapat saja berbentuk Inpres, karena dalam bidang 

hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang digunakan adalah 

hukum Islam, maka muatan hukum materiilnya ditetapkan berdasarkan 

keputusan Presiden atau Instruksi Presiden sama saja, sebab dasar 

hukum KHI secara langsung merujuk kepada Undang-Undang Dasar 

(UUD 1945 pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan 

Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan  Negara”.  

Kompilasi Hukum Islam telah menunjukan adanya law and rule 

dalam prakteknya di Pengadilan Agama, meskipun bersifat sebagai 

sumber hukum pendukung utama dalam memeriksa dan memutuskan 

setiap perkara di Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam dapat 

digunakan sebagai pedoman, landasan, dan pegangan hakim-hakim di 

Pengadilan Agama.83 

Landasan dan tujuan dari penyusunan Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) itu dapat dilihat dari penjelasan umum dari kompilasi tersebut 

yang menyatakan sebagai berikut:84 

a. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila 

dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu 

hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus 

merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan 

bangsa Indonesia. 

b. Berdasarkan Undang-undang No. 1970 tentang Ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman jo.Undang-undang No. 14 Tahun 

1985 Tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai 

kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya 

sebagai peradilan negara. 
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c. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan 

Agama adalah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi 

bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan 

hukum perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan 

Agama tanggal 18 Pebruari Nomor B/1/735, hukum materiil 

yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut 

di atas adalah bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya 

(kebanyakannya) madzhab Syafi’i. 

d. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Maka kebutuhan 

masyarakat Yusuf Somawinata, “Hukum Kewarisan dalam 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,” dalam semakin 

berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula 

untuk diperluas, baik dengan menambahkan kitab-kitab 

madzhab yang lain, memperluas terhadap ketentuan di 

dalamnya, fatwa para ulama, maupun perbandingan dengan 

hukum yang berlaku di negara yang lain. 

e. Hukum materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dan 

suatu dokumentasi yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam 

(KHI), sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para hakim di 

lingkungan badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan 

dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. 

Selain landasan yuridis, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga 

disusun berdasarkan landasan fungsional Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) adalah fiqh Indonesia yang disusun dengan memperhatikan 

kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia. Ia bukan merupakan madzhab 

baru, tetapi ia mengarah kepada menyatukan (unifikasi) berbagai 

pendapat madzhab dalam hukum Islam, dalam rangka upaya 
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menyatukan persepsi para hakim dengan hukum Islam, menuju 

kepastian hukum bagi umat Islam.85 

Sekalipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah 

diberlakukan dan dijadikan pedoman oleh para hakim di lingkungan 

Peradilan Agama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum 

Islam bagi umat Islam, hal ini tidak berarti bahwa Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) merupakan hasil final yang tidak membutuhkan 

penyempurnaan. Sebagaimana watak fiqh yang selalu mengalami 

perubahan karena berbagai pertimbangan kebutuhan (baik waktu atau 

tempat), maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun salah satu sumber 

pembentukannya mengacu kepada fiqh, dimungkinkan adanya 

perubahan, baik isi maupun produk hukum yang memayunginya. 

Keberhasilan bangsa Indonesia melahirkan Kompilasi Hukum 

Islam (KHI), merupakan salah satu prestasi besar dalam upaya 

mewujudkan kesatuan hukum Islam dalam bentuk tertulis. Kebutuhan 

akan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah lama dirasakan dan 

upaya ke arah itu pada dasarnya sudah namak berbarengan dengan 

sejarah pertumbuhan badan Peradilan Agama di Indonesia. Upaya untuk 

memenuhi kebutuhanakan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

sebagai acuan hukum materiil bagi Peradilan Agama, merupakan 

rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia, yang menyatu 

dan tidak bisa dipisahkan dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama, 

sejak lembaga peradilan ini didirikan.86 

4. Isi Kompilasi Hukum Islam  

Seperti yang sudah kita ketahui, Kompilasi Hukum Islm terdiri 

dari 3 buku, yakni Buku I Tentang Perkawinan, Buku II Tentang 

Kewarisan, dan Buku III Tentang Perwakafan. Pembagian dalam tiga 

buku ini sekedar pengelompokan bidang pembahasan hukum yang 

                                                             
85 Suparman Usman, Hukum Islam. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), 147-148. 
86 Yusuf Somawinata, “Al-Maslahah Al-Mursalahdan Implikasi Terhadap Dinamisasi Hukum 

Islam Di Indonesia,” Al-Ahkam: Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2010, 
142. 
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dibahas. Namun dalam kerangka sistematikanya masing-masing buku 

terbagi dalam beberapa bab, dan dari bab-bab tersebut tersusun atas 

pasal yang masih ada relevanasi dengan nomor pasal pada Buku I. 

Secara keseluruhan Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 229 

pasal dengan jumlah pasal yang berbeda untuk masing-masing buku. 

Jumlah pasal yang paling banyak adalah buku I (Perkawinan), 

selanjutnya Buku II (Kewarisan), dan yang paling sedikit adalah buku 

III (Perwakafan). Perbedaan jumlah ini dikarenakan tingkat intensif dan 

terurai atau tidaknya pengaturan masing-masing yang tergantung pada 

tingkat penggarapannya.87 

Untuk bidang Hukum Perkawinan, KHI tidak hanya terbatas 

pada hukum subtantif saja. Kompilasi juga memberikan pengaturan 

tentang masalah prosedural atau tatacara pelaksanaan yang seharusnya 

menjadi cakupan perundang-undangan perkawinan. Kita ambil contoh 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan yang 

peraturan pelaksanaanya dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang juga memuat beberapa 

ketentuan Hukum Acara mengenai perceraian. Dan Kompilasi Hukum 

Islam memasukkan semua aspek tersebut. Oleh karena itu mengapa 

dalam Buku I (Perkawinan) terlihat tebal dan detail dibandingkan 

dengan Buku II dan Buku III.88 

C. Kedudukan Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam 

Pasal-pasal KHI dapat dikatakan sangat jelas mengatur kedudukan 

suami istri serta kewajiban antara suami istri. Dalam masalah hak dan 

kedudukan suami istri KHI menunjukkan sikap yang mendua, satu sisi ingin 

mewujudkan kesetaraan sedangkan pada sisi lain belum berhasil 

sepenuhnya keluar dari fiqih islam yang jelas-jelas tidak menempatkan 

perempuan dan laki-laki secara seimbang. 

                                                             
87 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.., 63. 
88 Ibid, 64. 
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Ada hal yang menarik jika dilihat lebih jauh bunyi pasal-pasal yang 

terdapat dalam KHI diantaranya pasal 79 ayat 1 yang berbunyi: 

“suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga” 

Persoalannya adalah penyebutan suami sebagai kepala rumah 

tangga dan istri sebagai ibu rumah tannga yang diduga kuat tidak memiliki 

referensinya baik didalam hukum perdata, hukum adat dan juga hukum 

islam. Hanya dalam hal suami sebagai kepala rumah tangga, hukum adat 

dan hukum islam tidak mengatakannya secara tegas. 

Jika demikian darimanakah teks yang menyatakan “suami adalah 

kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga” Bunyi pasal ini tanpa 

disadari membuktikan tidak berlakunya prinsip perkawinan yang salah 

satunya adalah kedudukan yang seimbang antara suami dan istri. Kata 

“kepala” mengesankan sosok yang memiliki kewenangan penuh juga 

kekuasaan yang penuh dalam rumah tangga, tetapi istri dan anak juga 

memiliki bagian dari kekuasaan tersebut. Penyebutan ibu menunjukkan 

orang kedua didalam rumah tangga yang mengesankan kelembutan dan 

kepatuhan juga pengabdian kepada suami. 

Hal seperti itu disemangati oleh penafsir ayat Al-Qur’an yang bias 

gender. Seperti dalam Q.s Annisa’: 34 

 

مُ  الُ ق اوََّٰ لَِِ ٱلرهجِا اِلاىَٰ ب اعْضٍ وابِاآَٰ أانفاقُوا۟ مِنْ أامْواَٰ ُ ب اعْضاهُمْ  اءِ بِاا فاضَّلا ٱلَّّ اِلاى ٱلنهِسا  م ...... ونا 

 

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka ….. 

اِلايْهِنَّ  بُ  َِيْهِنَّ فِيْماا يَاِ اِلاى أايْ ائِهِمْ، فِْ تَاْدِيبِْهِنَّ واالِْاخْذِ  اِلاى نِسا الُ أاهْلُ قِياامٍ   89 لله والِِانْ فُسِهمْ.الرهجِا

                                                             
89ُُIbn Jarir al-Tabari, Jami’ al-Bayan Fi  Ta’wil Al-Qur’an, Juz IVX, (Beirut Dar al-Fikr, 1998), 57. 
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Berkaitan dengan kata qawwam, para ulama tafsir telah memberikan 

penafsiran yang berbeda-beda. Imam Tabari menafsirkan kata qawwam 

dengan penanggung jawab. Maksudnya laki-laki bertanggung jawab dalam 

mendidik dan membimbing istri agar menunaikan kewajibannya kepada 

Allah maupun kepada suami. 

 Selanjutnya Zamakhsyari menafsirkan kata qawwam sebagai orang 

yang berkewajiban untuk menengakkan amar ma’ruf nahi mungkar kepada 

istri sebagaimana penguasa kepada rakyat, Abdullah yusuf Ali menjelaskan 

bahwa kata qawwam dapat di maknakan sebagai pelindung.90 

 

                                                             
90 Abdullah Yusup Ali, Qur’an Terjemah dan Tafsirnya, terj Ali, Audah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 

1993), 190. 
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BAB IV 

KESEIMBANGAN KEDUDUKAN SUAMI ISTRI DALAM KOMPILASI 

HUKUM ISLAM PASAL 79  AYAT 2 PERSPEKTIF MAQĀŞID SYARI’AH 

A. Analisis Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat 2 

Perkawinan dalam Islam disebut sebagai perjanjian yang kekal dan 

abadi. Pernikahan juga termasuk perjanjian perikatan antara suami dan istri 

yang akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami-istri. Hak dan 

kewajiban akan menimbulkan keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan 

suami istri dalam rumah tangga. Pernikahan dalam Islam dilakukan sebagai 

kontrak sosial antara dua individu, dua keluarga yang melibatkan banyak 

orang, kaum kerabat dan bahkan kesaksian dari anggota masyarakat secara 

umum. Dalam perkawinan akan terbina cinta kasih yang tidak hanya 

terbatas antara suami istri, tetapi juga antara mereka dengan anak-anak, 

bahkan seluruh anggota keluarganya secara khusus.91 

Apabila akad nikah sudah berlangsung serta sah memenuhi syarat 

rukunnya, sehingga akan menimbulkan akibat hukum. Pernikahan 

menimbulkan keperdataan diantara suami serta istri. Pernikahan memiliki 

tujuan yang mulia untuk itu perlu diatur tentang kedudukan bagi suami serta 

istri. Jika suami serta istri bersama melaksanakan tanggung jawabnya 

masing-masing, maka akan terwujudlah ketetentraman serta ketenangan 

hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Oleh karena 

itu, perlu adanya peraturan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

hal-hal terkait dengannya. Salah satu peraturan perundang-undangan di 

Indonesia yang mengatur tentang pernikahan yakni Kompilasi Hukum 

Islam.  

Untuk konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Islam bisa dinilai 

sebagai akumulasi dari persilangan intensif serta diskusi interaktif antara 

pemahaman kontekstual hukum Islam dengan kearifan lokal warga 

                                                             
91 M. Quraish Shihab, Perempuan dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah, 

dari Bias Lama sampai Bias Baru, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Cet. II, 127. 
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Indonesia beserta seluruh darah daging kebudayaannya, dalam lanskap 

kenegaraan Indonesia yang bersumber pada Pancasila serta UUD 1945.  

Adapun tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 

adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unikatif) bagi hakim 

Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh 

seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan demikian, tidak ada 

lagi kesimpangsiuran keputusan pengadilan Agama. Karena harus diakui, 

sering terjadi kasus yang sama, keputusannya berbeda. Ini sebagai akibat 

dari referensi hukum dari kitab-kitab fikih, yang sesuai dengan 

karakteristiknya sebagai rumusan para fuqaha’ yang sangat dipengaruhi 

oleh situasi dan lingkungan di mana fuqaha’ itu berbeda. Yang semula 

semestinya perbedaan pendapat sebagai rahmat kadang dapat berubah 

menimbulkan laknat.92 Maka dari itu dalam membuat keputusan hukum, 

pemerintah haruslah memandang nilai kemaslahatan warga yang timbul dari 

keputusan tersebut, jangan sampai dari keputusan yang sudah terbuat oleh 

pemerintah menimbulkan kehancuran masyarakat. Misalkan pemerintah 

mengharuskan harus belajar sepanjang 9 tahun, perihal ini pastinya akan 

memunculkan kemaslahatan ialah kehidupan masa depannya akan terjamin, 

coba bayangkan apabila dia tidak berpendidikan tidak punya kemampuan, 

pastinya dia akan menempuh kehidupan dengan penuh keburukan. 

Adapun sumber rujukan Kompilasi Hukum Islam diambil dari kitab-

kitab fikih standart yang dibakukan melalui Surat Edaran Biro Pengadilan 

Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958. Kitab-kitab tersebut 

diantaranya adalah Al-bajuri, Fath Al-Mu’in, Al-Mahalli, dan lain 

sebagainya. Selain itu, KHI juga merujuk dari wawancara dengan para 

ulama di Indonesia dan juga merujuk yurisprudensi dan kumpulan fatwa 

peradilan Agama.93 

Melihat dari rujukan-rujukan yang menjadi sumber KHI, dapat 

diketahui bahwa dalam KHI lebih dominan mengikuti mazhab Imam 

                                                             
92 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata,.. 35-36. 
93 Ibid,.. 42-44. 



 

57 
 

Syafi’i. Selain itu juga dari kitab-kitab klasik. Sepengetahuan penulis, 

dalam kitab-kitab klasik menjelaskan bahwa kedudukan laki-laki lebih 

tinggi dari perempuan. Seperti contoh dalam urusan waris yang mana bagian 

laki-laki lebih banyak daripada bagiannya perempuan. 

Hal ini termasuk dalam urusan keluarga yang mana kedudukan 

suami lebih tinggi dari pada kedudukan Istri. hal ini sering didasarkan dalam 

QS. An-Nisa’ 34 

اِلاىَٰ ب اعْضٍ وابِاا  اِلاى النهِسااءِ بِاا فاضَّلا اللَّ هُ ب اعْضاهُمْ    نفاقُوا مِنْ أامْواالَِِمْ أا الرهِجاالُ ق اوَّامُونا 
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka 

 

Berdasarkan ayat di atas banyak yang memahami bahwa kedudukan 

suami itu lebih tinggi dari pada istri. Laki-laki sebagai pemimpin keluarga 

sehingga kedudukannya lebih tinggi dalam hubungan berkeluarga. Bahkan 

ada yang menganngap bahwa kedudukan istri dalam keluarga sebagai konco 

wingking. Dengan arti, ruang gerak seorang istri hanya sebatas wilayah 

domestik yang hanya sebatas dalam rumah. 

Terdapat beberapa pasal dalam KHI yang isinya bertolak belakang 

dengan fikih-fikih klasik. Karena dalam pasal tersebut menjelaskan 

keseimbangan kedudukan suami istri dalam berkeleuarga. Hal tersebut 

terdapat dalam pasal 79 ayat 2 yang berbunyi: 

“Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan 

hidup bersama dalam masyarakat.” 

 

Pasal di atas berbeda dengan ketentuan yang ada dalam kitab fikih 

klasih. Dari pasal di atas adanya perbedaan mengenai hak dan kedudukan 

suami istri antara Kompilasi Hukum Islam dengan literatur fikih klasik. 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (2) menyatakan bahwa ada 

keselarasan antara kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga 

dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Berbeda dengan literatur 
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fikih klasik, yang memberi kewenangan para suami untuk membatasi peran 

istri pada sektor publik dan hanya berperan dalam sektor domestik. Dalam 

literatur fikih disebutkan bahwa kedudukan suami lebih tinggi dari istri 

karena suami adalah pemimpin rumah tangga, maka wajar bagi pemimpin 

mempunyai hak dan kedudukan yang lebih tinggi dari warga yang ada 

dalam rumah tangga.94  

Secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang 

bertugas mencari nafkah untuk penuhi kebutuhan sandang, pangan serta 

papan. Suami berperan pula sebagai mitra istri yaitu menjadi teman setia 

yang mengasyikkan serta senantiasa ada di kala suka maupun duka dengan 

senantiasa meluangkan waktu buat berbincang serta menghabiskan waktu 

senggang dengan si istri. Sebagai suami pula wajib berperan untuk 

mengayomi ataupun membimbing istri supaya senantiasa berada dijalur 

yang benar. Tidak hanya menjadi rekan yang baik buat istri, suami juga bisa 

membantu meringankan tugas istri, semacam mengajak anak-anak bermain 

ataupun berekreasi dan meluangkan waktu yang berkualitas buat anak 

disela-sela kesibukan suami dalam mencari nafkah. Pemahaman seperti ini 

didasari dari pemahaman tekstual dari QS. An-Nisa’: 34  

Pasal 79 KHI tersebut, jika diteliti lebih lanjut, pada dasarnya sudah 

sesuai dengan ketentuan dalam nash. Merujuk pada QS. Al-Baqarah: 228 

نَُّ مِثْلُ الَّذِي  اِلايْهِنَّ داراجاةٌ  ۚ  اِلايْهِنَّ بًِلْماعْرُوفِ والَا  ۚ  واللِرهِجاالِ 
Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, 

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. 

 

Wahbah Zuhaili mengomentari ayat tersebut bahwa. pernikahan 

dalam Islam bukanlah akad perbudakan dan penyerahan kepemilikan, 

melainkan akad yang mengakibatkan timbulnya hak-hak bersama yang 

setara sesuai dengan maslahat umum bagi suami dan istri.ladi, akad 

pernikahan itu menimbulkan hak-hak bagi istri atas suami, begitu pula 

                                                             
94 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII press, 2000), Cet. IX, 63. 
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sebaliknya.95 Dengan begitu, hubungan suami istri bukanlah hubungan 

antara tuan dengan budaknya yang kedudukannya lebih tinggi tuannya. 

Yang mana permintaan tuannya wajib dipenuhi. Kedudukan hubungan 

suami-istri setara yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing 

masing untuk menjadikan hubungan itu tetap harmoni.  

Ayat lain yang merujuk pada pasal tersebut adalah QS. Al-Hujurat: 

13 

أاي ُّهاا النَّاسُ إِنََّّ خالاقْنااكُمْ مِنْ ذاكارٍ واأنُْ ثاى   واق اباائِلا لتِ اعاارافوُا إِنَّ واجاعالْنااكُمْ شُعُوبًا يَا

اِلِيمٌ خابِيٌر ) اَ الَِّّ أاتْ قااكُمْ إِنَّ الَّّا  ِِنْ مْ  ُُ  (31أاكْراما
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 

ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 

 

Berkaitan dengan ayat tersbut, Wahbah Zuhaili berkomentar 

أيها البشر، إنَّ خلقناكم جَيعا من أصل واحَ، من نفس واحَة، من آدم وحواء، 

فأنتم متساوون، لِن نسبُم واحَ، ويَمعُم أب واحَ وأم واحَة، فلَ موضع 

للتفاخر بًلِنساب، فالُل سواء، ولا يصح أن يسخر بعضُم من بعض، ويلمز 

 96لنسب.بعضُم بعضا، وأنتم إخوة فِ ا
Wahai umat manusia, kami menciptakan kalian dari asal-usul yang 

satu, dari jiwa yang satu, dari Adam dan Hawa. Kalian adalah 

sama, karena nasab kalian satu dan disatukan oleh bapak yang satu 

dan ibu yang satu. Tidak ada tempat bagi untuk membangga-

banggakan nasab, karena semuanya sama dan tidak sepantasnya 

                                                             
95 Wahbah Musthafa Al-Zuhaili, Tafsir Al-Munir fi Al-’Aqidah wa Asy-Syari’at wa Al-Manhaj, Juz 

II (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1996), 328. 
96 Wahbah Musthafa Al-Zuhaili, Tafsir Al-Munir fi Al-’Aqidah wa Asy-Syari’at wa Al-

Manhaj, Juz 26 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1996), 259. 
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sebagian dari kalian menghina dan mencela sebahian yang lain, 

sedang kalian sebenarnya adalah saudara senasab. 

 

Ayat tersebut menggunakan redaksi “nās” yang menunjukkan 

makna general. Dengan demikian, pada dasarnya derajat manusia antara 

satu dengan yang lainnya adalah sama. Yang membedakannya adalah 

kualitas ketakwaan kepada Allah. Begitu juga dalam hubungan suami-istri. 

Derajat antara suami dengan istri pada dasarnya sama. Semuanya diciptakan 

sama dari keturuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Dengan begitu tidak perlu 

adanya rasa saling acuh, membangga-banggakan diri, merasa lebih tinggi. 

Perbedaan keduanya dilihat dari kualitas ketakwaan masing-masing.  

Keseimbangan kedudukan suami-istri berdampak juga pada ruang 

kerja yang dilakukan. Ruang kerja istri tidak hanya sebatas domestik saja. 

Seorang istri berhak untuk beraktivitas di luar rumah, mengikuti kegiatan-

kegiatan kemasyarakatan, bahkan berhak untuk bekerja. Dengan begini istri 

tidak lagi dianggap sebagai konco wingking, akan tetapi sebagai partner 

suami dalam mengurus keluarga.  

Begitu juga dengan ruang kerja suami. Jika suami melakukan 

pekerjaan domestik yang biasanya dianggap sebagai pekerjaan perempuan, 

seperti memasak, mendidik anak, dan lain sebagainya, maka bukan berarti 

dianggap sebagai suami yang takut kepada istrinya. Bahkan hal ini yang 

perlu dilakukan dalam berumahtangga agar menjadi harmonis. Dengan 

melakukan hal tersebut maka terciptanya rasa kesalingan dalam hubungan 

berkeluarga. Apalagi dalam hal mendidik anak yang mana pada dasanya ini 

merupakan kewajiban suami dan istri.  

Terkait dengan keterlibatan suami dalam aktivitas domestik, 

terdapat beberapa teori yang membahas peran dan keterlibatan suami dalam 

membantu mengurus kehidupan rumah tangga:97 

a. Structural functionalism 

                                                             
97 Abdul Aziz, “Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (upaya membentuk keluarga 

bahagia)”, HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak, Vol. 12, No.2, 2017, 32. 
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Structural Functionalism (Fungsionalisme Struktural) 

adalah mazhab arus utama (mainstream) dalam ilmu sosial yang 

dikembangkan oleh Robert K. Merton dan Talcott Parson. Lahirnya 

fungsionalisme structural ini memperoleh dorongan besar lewat 

karya klasik seorang ahli sosiolog perancis, Emile Durkheim. Teori 

ini memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas bagian 

yang saling berkaitan. Masing-masing struktur dalam masyarakat, 

seperti agama, pendidikan, struktur politik dan rumah tangga, secara 

terus menerus harus mencari keseimbangan (equilibrium) dan 

harmonis.98 

Para penganut teori ini berpendapat bahwa teori structural 

fungsional tetap relevan diterapkan pada masyarakat modern. Teori 

structural fungsional berupaya menerangkan bagaimana system itu 

tetap berperan untuk mewujudkan keseimbangan di dalam 

masyarakat. Keseimbangan itu dapat terwujud, jika tradisi 

kedudukan gender mengacu pada posisi semula. Bersumber pada 

teori ini, maka perbedaan status serta kedudukan antara laki-laki dan 

perempuan merupakan fungsional. 

Dengan perbedaan ini, akan terbentuk keharmonisan serta 

keseimbangan dalam suatu masyarakat. Peran yang berbeda antara 

pria serta perempuan wajib senantiasa dipertahankan supaya tidak 

terjadi kegoncangan dalam mayarakat. Oleh sebab itu pola yang non 

normatif dianggap dapat melahirkan gejolak. Jika suami ikut serta 

dalam urusan rumah tangga, maka akan terjalin pola yang non 

normatif, yaitu suami sesuai dengan sikap instrumental yang 

sanggup bersaing, teguh, percaya pada keahlian diri dan rasional, 

lebih mendukung fungsi suami untuk sukses di dunia luar rumah.99 

b. Conflict Theory 

                                                             
98 A. Taufiq, Perspektif Gender Kyai Pesantren: Memahami Teks Mneurut Konteks Relasi Gender 

dalam Keluarga, (Kediri: stain Kediri press, 2009), 48. 
99 Farha Iciek, “Gender dalam Wacana Mutakhir” dalam Hajar Dewantoro dan Asmawi, 

Rekonstruksi Fikih Perempuan. (Yogyakarta: Ababil, 1996), 115. 
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Berkaitan dengan gender, teori konflik terkadang di 

identikkan dengan teori karl Marx. Teori ini berangkat dari 

anggapan bahwa dalam suatu masyarakat ada sebagian kelas yang 

saling memperebutkan pengaruh serta kekuasaan. Perbedaan serta 

ketimpangan gender antara pria serta wanita tidak di sebabkan oleh 

perbedaan biologis, namun merupakan bagian dari penindasan dari 

kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam 

keluarga. Kedekatan suami istri tidak ubahnya semacam hubungan 

ploretar dengan borjuis (hamba serta tuan).100 

 Berbeda dengan teori fungsionalisme structural, teori 

konflik mengakui bahwa perbedaan merupakan suatu yang dinamis. 

Dalam masing-masing perbedaan antara pria serta perempuan 

terdapat kepentingan serta kekuasaan tertentu. Kepentingan serta 

kekuasaan yang berbeda inilah yang akan selalu memunculkan 

konflik, yang satu berusaha menguasai yang lain. Perbedaan antara 

pria serta wanita tidaklah fungsional, namun justru akan 

memunculkan konflik kepentingan.101 

Menurut teori ini, terjalin konflik antara cinta serta kasih 

sayang dengan kekuasaan dalam keluarga. Perihal ini diakibatkan 

karena individu yang ikut serta dalam keluarga adalah individu yang 

masing-masing memiliki karakter, minat serta tujuan yang 

berbeda.102 Suami merasa mendapatkan legitimasi kekuasaan serta 

istri bergantung secara keuangan dengan suami, sehingga suami 

mengalami konflik antara melestarikan kekuasaan dan menolong 

pekerjaan rumah tangga untuk membuktikan rasa cinta terhadap 

istri. 

c. Symbolic Interaction Theory  

                                                             
100 Siti Musda Mulia, Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi, (Bandung: Marja, 

2011), 60. 
101 Ahma Taufiq, Perspektif Gender, 51. 
102 Siti Musda Mulia, Muslimah, 70. 
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Teori ini berpandangan bahwa suami bisa menyalah artikan 

gerakan atau perkataan yang dungkapkan oleh pasangan. Symbol-

simbol yang tampak seringkali tidak dipahami oleh suami, akibat 

komunikasi yang kurang terbuka antara pasangan. Dengan adanya 

berbagai macam peran yang disandang oleh individu, membutuhkan 

keterbukaan serta penyesuaian baru yang selaras dengan suasana, 

harapan dan kebutuhan bersama, sehingga terbentuk kerja sama 

yang baik dalam menuntaskan tugas dalam rumah tangga.103 

d. Family Systems Theory 

Berdasarkan pada teori ini, sistem kekeluargaan yang ada 

dalam setiap keluarga tidaklah sama, seperti dukungan istri serta 

masyarakat mengenai setuju atau tidaknya suami ikut serta dalam 

kegiatan rumah tangga. Persetujuan ini diberikan bergantung dari 

latar belakang budaya yang di anut istri serta masyarakat.104 Dalam 

masyarakat jawa dianut  paham patriarkis yang memihak kepada 

kalangan pria serta menekankan peranan wanita sebagai ibu serta 

istri. Perihal ini membatasi suami untuk ikut terlibat dalam urusan 

rumah tangga, sebab rumah tangga ialah wilayah  istri. 

e. Sosial Exchange Theory 

Menurut teori ini, seluruh kegiatan didasarkan atas 

perhitungan untung-rugi. Bantuan yang diberikan oleh suami, 

diperhitungkan merupakan hal yang menguntungkan ataupun 

merugikan suami. Keuntungan yang didapat tidak saja dalam wujud 

uang, namun juga dalam wujud cinta, persahabatan, kekuasaan, 

status sosial, dan lain-lain. Kerugian yang mungkin terjadi, misalnya 

dalam wujud kesepian, ketakutan serta minimnya penghargaan. 

Dengan mengadakan komitmen yang wajib disetujui 

bersama, rasa persaingan antara suami-istri bisa diatasi. Bersumber 

                                                             
103 Ahmad Taufiq, Perspektif Gender, 49. 
104 Sintje Abram Marentek, Kesetaraan Gender dalam Agama” dalam Elga Sarapung dkk (edit), 

Agama dan Kesehatan Reproduksi, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 37. 
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pada sebagian teori tersebut di atas, dapat disimpulkan jika 

keterlibatan suami dalam rumah tangga ditetapkan oleh: 

1. Pemikiran masyarakat yaitu pantas tidaknya seorang suami 

ikut serta dalam aktivitas rumah tangga sesuai norma yang 

berlaku dalam masyarakat tersebut dan latar budaya. 

2. Terdapat komitmen yang wajib disetujui bersama oleh 

pasangan suami istri dengan metode kompromi dan sama-

sama terbuka antara pasangan tersebut dan 

3. Terdapatnya perilaku saling menghargai antara suami serta 

istri sebagai perwujudan rasa cinta.105 

Ada beberapa aspek yang mempengaruhi suami untuk ikut serta 

dalam aktivitas rumah tangga, sebagaimana dikemukakan oleh Zakiah 

darajat sebagai berikut:106 

 Waktu luang: suami cenderung lebih mengkontribusikan drinya 

untuk tugas rumah tangga, apabila suami mempunyai tuntutan 

waktu untuk bekerja yang lebih sedikit, misalnya pada permulaan 

karir ataupun setelah pensiun. 

 Orientasi kedudukan gender: suami yang percaya pada kedudukan 

egalitarian akan menerima lebih banyak tanggung jawab untuk 

pengasuhan anak, persiapkan masaka dan membersihkan rumah. 

 Pekerjaan Istri: apabila istri memiliki orientasi karir, maka suami 

akan lebih berpartisipasi dalam pekerjaan rumah tangga, terutama 

apabila pemasukan istri lebih besar. 

 Orientasi kedudukan gender istri: apabila istri semakin berorientasi 

ekspresif dan pakar, semakin menjadi banyak bantuan yang didapat 

dari suaminya. 

 Identitas kedudukan gender suami: suami yang lebih ekspresif, lebih 

banyak menolong istrinya daripada suami yang dominan, agresif 

serta tangguh secara emosional. 

                                                             
105 Zakiah Darajat, Islam dan Peranan Wanita, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 22. 
106 Ibid,.. 23. 
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Dengan demikian keluarga yang harmoni merupakan keluarga yang 

dibina atas kesetaraan serta keadilan gender dengan pondasi diatas 

pernikahan yang  sah, sanggup memenuhi hajat hidup spiritual serta material 

secara layak serta seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota 

keluarga dan lingkungannya dengan serasi, selaras, dan sanggup 

mengamalkan, menghayati serta memperdalam nilai-nilai keimanan, 

ketaqwaan serta akhlaq mulia. Setelah suami istri memahami hak serta 

kewajibannya, kedua belah pihak masih wajib melakukan bermacam upaya 

yang dapat mendorong kearah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga  

bahagia dan sejahtera. 

Tidak hanya kedudukan suami, istri pula memiliki kedudukan yang 

sangat berarti, ialah sebagai pasangan suami di setiap saat serta sebagai ibu 

yang siap melindungi dan membimbing anak-anaknya. Sama seperti suami, 

istri pula berperan sebagai mitra ataupun rekan yang baik serta 

mengasyikkan untuk pendamping hidupnya. Istri bisa diajak buat berdiskusi 

mengenai berbagai macam kasus yang terjadi serta juga berbincang tentang 

hal-hal yang ringan, istri bagaikan pendorong serta penyemangat demi 

kemajuan suami di bidang pekerjaan, dengan semakin majunya 

perkembangan jaman istri juga memiliki banyak kesempatan untuk 

mengenyam pendidikan yang lebih baik dan bekerja di sector publik untuk 

membantu suaminya dengan tujuan agar rumah tangga tetap bertahan dalam 

hal ekonomi. 

Islam tidak membedakan eksistensi antara pria dan wanita dalam 

kapasitasnya sebagai hamba Allah, khalifah Allah, serta perjanjian 

primordial dengan Allah. Di saamping itu, islam pula tidak membedakan 

antara pria dan wanita untuk mendapatkan peluang kerja serta meraih 

prestasi yang setinggi tingginya pada bidang-bidang yang dibenarkan Islam, 

semua manusia diberikan peluang serta hak yang sama sehingga antara laki-

laki dan perempuan berkompetisi secara sehat, tanpa mengabaikan kodrat 

mereka masing-masing. 
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Dunia patrinaki telah mendiskriminasi wanita dalam pasaran kerja, 

berkurangnya pemasukan potensial yang bisa diterima wanita, serta 

berujung pada kecilnya posisi tawar wanita (bargaining power) baik pada 

lingkup domestik ataupun publik. Keadaan ini, sadar ataupun tidak sadar 

telah menempatkan wanita pada pekerjaan-pekerjaan marginal sebagai 

akibat proses identifikasi wanita terhadap apa-apa yang cocok dengan 

sifatnya, semacam yang terkontruksi secara sosial.107 

Menurut Qasim Amin serta Nasaruddin Umar bahwa sesungguhnya 

Al-Qur’an menempatkan wanita pada posisi yang paling tinggi, tetapi posisi 

itu alami degradasi dan kehampaan arti. Penyebabnya merupakan 

terbentuknya asimilasi cultural yang domainnya berasal dari luar islam 

sehingga wanita “muslimah” sering terkebelakang. Karenanya, untuk 

memajukan umat islam secara keseluruhan, alternatif solusinya ialah 

memberikan kedudukan serta kemerdekaan kepada kaum wanita, 

melaksanakan ikhtiar dalam kerangka meniti karir dalam bermacam aspek 

kehidupan.108 

Kedatangan Islam menempatkan kaum wanita pada tempat 

terhormat bukan pada pencapaian karir dalam konteks usaha komersial 

semata, melainkan juga pada penerapan kewajiban selaku ibu rumah tangga, 

dan sekaligus sebagai pendidik dalam keluarga, yang terkorelasi positif 

dengan dedikasi kepada Allah. Dari itu Allah berfirman dalam Q.S Al-

Mumtahanah ayat 12: 

اِ  ا ٱلنَّبُِّ إِذاا جااءاكا ٱلْمُؤْمِناَٰتُ يُ باايِعْناكا  يْ  اا والاا ياسْرقِْنا والاا ي ازْنِيْا والاا لاىَٰ أان لاَّ يشُْركِْنا بٱِيَاَٰاي ُّها لَِّّ شا

َِيهِنَّ واأارْجُلِهِنَّ والاا ي ا  يِناهۥُ بايْْا أايْ ٍ ي افْتَا تِْيْا ببُِ هْتَاَٰ هُنَّ والاا يَا اَ عْصِيناكا فِى ماعْرُوفٍ   ي اقْتُ لْنا أاوْلاَٰ

اِفُورٌ رَّحِيمٌ ف اباايِعْهُنَّ واٱسْت اغْفِرْ لَاُ   نَّ ٱلَّّا ۖ إِنَّ ٱلَّّا 

                                                             
107 Hamid Loanso, dkk, Hukum Islam Alternatif (Solusi Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer), 

(Jakarta: restu Ilahi, 2005), 79. 
108 Jumali sahrodi, Qasim Amin Sang Inspirator Gerakan Feminisme, (Jakarta: Arfino Raya, 2013), 

88. 
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“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang 

beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan 

menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak 

akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang 

mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan 

mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia 

mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. 

Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. 

Al-Mumtahanah:12). 
 

Ayat tersebut mendeskripsikan perjanjian wanita, yang apabila 

diserahkan suatu tanggung jawab, dalam arti kegiatannya bisa dikerjakan 

dengan sebaik-baiknya. Apapun profesi yang disandang-nya, prestasi dalam 

karir yang digelutinya dituntut dapat menambah iman, sehingga karirnya itu 

tidak kontra produktif yang menjadikannya melupakan kewajiban yang 

asasi, yaitu sebagai pasangan sang suami, penjaga anak-anaknya, pendidik 

yang pertama serta utama dan sebagainya. Sebab semua itu akan 

memperkokoh eksistensi seorang dalam kapasitasnya sebagai ibu rumah 

tangga dan karir yang digelutinya. Sebab itu, Islam membolehkan wanita 

karir sebagai perwujudan kekhalifahannya dan kehambaanya kepada Allah. 

Sejalan dengan itu Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Tahrim ayat 6: 

ئِ  هاا مالَا اِلاي ْ ا النَّاسُ واالحِْجااراةُ  راا واقُودُها ُُمْ نَّا ُُمْ واأاهْلِي ا الَّذِينا آمانُوا قُوا أانفُسا ِِلَا ٌٌ يَا أاي ُّها ةٌ  اُ
ادٌ لاَّ ي اعْصُونا اللَّ ها ماا أاماراهُمْ واي افْعالُونا ماا يُ ؤْمارُونا ﴿ اَ  ﴾٦شِ

 “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 

dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, 

yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia 

perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.” 
 

Mengacu pada ayat tersebut bisa dikemukakan solusi dalam 

kaitannya dengan kedudukan wanita, yang sepanjang ini tidak dinilai sebgai 

karir yang pantas dihragi, tetapi dimanipulasi dengan kodratnya yang ruang 

geraknya sebatas pada mengurus rumah tangga. Area dalam negeri ini lebih 

diperparah dengan tudingan bahwa pengurusan rumah tangga bukan 

perwujudan dari suatu karir, melainkan menifestasi kodratnya yang tidak 

http://tanzil.net/#66:6
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lebih dari marginalisasi pekerjaan yang digelutinya. sementara itu, 

kedudukan istri dalam mendidk anak-anaknya juga merupakan wujud karir 

yang sangat sempurna, apalagi jika anak-anaknya itu bisa menjadi manusia 

yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa pada masa mendatang, 

sehingga kesinambungan pembangunan seera manusia ideal dalam konteks 

kekinian menjadi realitas konkret.  

Menurut Nasaruddin Umar, Islam mewajibkan laki-laki sebagai 

suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Tetapi bukan 

berarti perempuan sebagai istri tidak berkewajiban secara moral membantu 

suaminya mencari nafkah dengan berkarir. Dia mencontohkan bahwa 

kebebasan mencari serta memilah pekerjaan ini telah dipraktekkan oleh 

perempuan-perempuan dimasa Nabi dan Sahabatnya, seperti Khadjah binti 

Khuwailid (Istri Nabi) yang terkenal selaku komisaris Industri, Zainab Binti 

Zahesy berprofesi sebagai penyamak kulit hewan, dan hasilnya itu beliau 

sedekahkan, Ummu Satim binti malhan yang bekerja sebagai perias 

pengantin. Demikian juga Raithah, istri dari sahabat Nabi yang bernama 

Abdullah Ibnu mas’ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya 

ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga ini.109 

Kesusksesan perempuan-perempuan tersebut dalam karirnya tidak 

membuat mereka melupakan kewajibannya ssebagai seorang istri serta ibu 

dari anak-anaknya. Bila demikian, tidak ada alasan untuk mencekal mereka 

berkarir yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sebab 

kedatangan wanita tidak hanya jadi beban pria atau suaminya, dalam 

pemenuhan kebutuhan fisiknya, namun mereka juga sanggup berupaya 

dalam koridor yang diperbolehkan syariat Islam. Sebab itu, pekerjaan bukan 

menjadi milik pria semata, melainkan pula wanita. Wanita dipebolehkan 

memilah pekerjaan apa saja yang halal (bentuk dan prosesnya), dan setelah 

itu karir yang digelutinya diharap tidak melupakan kewajibannya sebagai 

ibu rumah tangga. 

                                                             
109 Nasaruddn Umar, Argument Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an, (Jakarta: Pramadina, 1999), 

34. 
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Upaya membentuk keluarga sejahtera dan harmonis dapat dibentuk 

melalui kemitraan gender (Gender Partnership) yang setara serta 

berkeadilan antara suami serta istri dan anak-anak, baik laki-laki ataupun 

perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian 

peran serta kerja, baik dalam ranah public, domestic ataupun sosial 

kemasyarakatan. Lewat kemitraan serta relasi gender yang harmonis dalam 

keluarga, maka dapat terwujud kesejahteraan keluarga yang 

berkesejahteraan keluarga yang berkesetaraan serta berkeadilan gender. 

Keterlibatan kalangan wanita pada kancah peran public ialah sebuah 

dimensi yang memberi warna pada sejarah kehidupan kalangan klasik. 

Kenyataan ini nampak sinergis dengan upaya agama dalam mengangkat 

martabat mereka berbentuk pemberian akses ataupun dukungan untuk 

beraktivitas secara luas yang sama sekali tidak dijumpai pada perabadan 

manapun. Oleh karena itu, dalam mengolaborasi anggapan sejarah 

mengenai posisi serta kedudukan wanita, maka wanita wajib melibatkan diri 

supaya dapat membangun suatu asumsi yang mengacu pada kerangka logis 

dan arif, sehingga kesetaraan dalam rumah tangga antara suami serta istri 

seimbang. 

Realitas tersebut seolah mempertanyakan kembali, apakah posisi 

sebagai kepala rumah tangga dimiliki oleh laki-laki an sich atau pihak yang 

dapat memikul tulang punggung keluarga, tanpa memandang identitas 

sexnya. Dalam konteks tafsir keagamaan, ayat yang kerap digunakan dalam 

membahas kasus ini ialah Q.S An Nisa’ ayat 34 yang berbunyi: 

الُ ق اوََّٰ  اِلاىَٰ ب اعْضٍ وابِِاا أانفاقُوا مِ ٱلرهجِا ُ ب اعْضاهُمْ  اءِ بِاا فاضَّلا ٱلَّّ اِلاى ٱلنهِسا تُ مُونا  لِحاَٰ لَِِمْ ۚ فاٱلصََّٰ نْ أامْواَٰ

تَِّ تَااافُونا نُشُوزاهُنَّ فاعِظوُهُنَّ وا 
ُ ۚ واٱلََّٰ فِظاَٰتٌ لهلِْغايْبِ بِاا حافِظا ٱلَّّ ضااجِعِ ٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْما قاَٰنِتاَٰتٌ حاَٰ

اِلِيًّا كابِيراا اِلايْهِنَّ سابِيلَا ۗ إِنَّ ٱلَّّا كاانا  غُوا۟  ُُمْ فالَا ت اب ْ  واٱضْربِوُهُنَّ ۖ فاإِنْ أاطاعْنا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita 
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yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika 

suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). 

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka 

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, 

dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka 

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. 
 

Asghar Ali Engginer berpendapat dalam karya fenomenalnya, 

bahwa Surah An Nisa’ ayat 34 itu tidak boleh dipahami lepas dari konteks 

sosial pada waktu ayat itu dturunkan, menurutnya struktur sosial pada era 

Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetraaan (equality) antara laki-laki 

serta perempuan. Oleh sebab itu tidak boleh mengambil pemikiran yang 

sekedar bersifat teologis, namun wajib memakai pemikiran sosio-teologis. 

Ayat tersebut menerangkan bahwa dikala itu laki-laki merupakan manager 

rumah tangga, dan bukan pernyataan bahwa kaum laki-laki harus menguasai 

dan memimpin. Dalam sejarah Islam kondisi kaum perempuan berubah, 

bersamaan dengan semakin berkembangnya kesadaran kaum perempuan, 

serta konsep hak juga semakin bertambah. Pada saaat ayat tersebut 

diwahyukan memanglah belum terdapat kesadaran akan perihal itu. Kata 

Qawwam dari masa ke masa dimengerti selalu berbeda-beda. Dulu atas ayat 

tersebut perempuan dikira lebih rendah dari laki-laki, serta implikasinya 

ialah semacam zaman feudal bahwa perepuan wajib mengabdi kepada laki-

laki sebagai bagiana dari tugasnya. 

Asghar Ali menambahkan apabila kesadaran wanita dikala itu sudah 

berkembang bahwa kedudukan domestic yang mereka jalani wajib dinilai 

serta diberi ganjaran yang sesuai dengan doktrin yang diajarkan Al-Qur’an 

bukan sekedar kewajiban, maka boleh jadi perlindungan serta nafkah yang 

diberikan oleh suami terhadap mereka tidak lagi dianggap sebagai 

keunggulan suami, diakibatkan kedudukan domestic yang dimiliki Istri. 

Serta dengan demikian, suami wajib mengimbanginya dengan melindungi 
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serta memberikan nafkah, yang dalam Al-Qur’an diucap sebagai 

qawwam.110 

Berdasarkan Pembahasan diatas, pada intinya keseimbangan 

kedudukan suami istri adalah ketika istri dapat bekerja di sector publik 

untuk membantu suaminya dengan tujuan agar rumah tangga tetap bertahan 

dalam hal ekonomi dan sebagai wujud rasa taatnya kepada suami, disatu sisi 

suami juga dapat berperan membantu istri mengurus rumah tangga seperti 

merawat atau mengantar anaknya kesekolah dan lain-lain. Kunci dalam bab 

ini adalah saling mengisi dan membantu dalam hal hak dan kewajiban. 

 

B. Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 Ayat 2 Dalam Pandangan Maqaşid 

Syari’ah 

Tujuan disyari’atkan hukum Islam pada dasarnya adalah untuk 

memelihara kemaslahatan serta menolak kemafsadatan, baik didunia 

ataupun di Akhirat, Kemaslahatan ditemukan oleh para pakar uşūl al-fiqh 

dengan mewujudkan dalam bentuk metode ijtihad. Penggunaan qiyās serta 

maslaḥat al-mursalah atau yang lainnya sebagai metode istinbat hukum 

ialah metode yang dapat digunakan dalam pengembangan hukum Islam 

dengan menggunakan ataupun berhubungan dengan maqāşid al-syari’ah 

sebagai dasar untuk mendapatkan kemaslahatan yang ingin dicapai dalam 

hukum yang ditetapkannya.111 

Maqāşid Syari’ah ialah merupakan tujuan yang dikendaki syara’ 

serta rahasia-rahasia yang diresmikan oleh Allah pada setiap hukum. 

Adapun inti dari maqāşid al-syari’ah ialah untuk mewujudkan kebaikan 

sekaligus menghindarkan keburukan, ataupun menarik manfaat serta 

menolak mudharat, atau dengan kata lain ialah untuk mencapai 

kemaslahatan, sebab tujuanj penetapan hukum dalam islam ialah untuk 

                                                             
110 Asghar Ali Enginer, Hak-hak perempuan dalam Islam, terj. Farid Wajidi dan Aseggaf, Cici 

Farkha, (Yogyakarta: yayasan Bentang Budaya, 1994), 61. 
111 Akmaludin Sya’bani, “Maqasid Al-syari’ah sebagai Metode ijtihad”, EL Hikam, Vol. 8, No. 1, 

2016, 138-139. 
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menciptakan keemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan 

Allah.112 

Tujuan Syari’ah ataupun maqāşid al-syari’ah memiliki 

kemaslahatan pokok yang disepakati dalam mencakup 5 hal, yaitu: 

1. Hifẓ al-dīn (menjaga agama) sebagai alasan diwajibkannya berdakwah, 

bermuamalah secara Islami, serta berijtihad jika ada yang berupaya 

mengganggu agama ini. 

2. Hifẓ al-Nafs (menjaga jiwa) sebagai alasan diwajibkannya pemenuhan 

kebutuhan pokok untuk hidup (sandang, pangan, serta papan) serta 

penerapan qiṣāṣ untuk melindungi kemuliaan jiwa manusia. 

3. Hifẓ al-‘Aql (menjaga akal) sebagai alasan diwajibkannya menuntut 

ilmu sepanjang hayat, diharamkannya konsumsi barang yang 

memabukkan, narkoba, serta dapat menghilangkan kesadaran serta 

kesehatan akal manusia baik itu permanen maupun sementara. 

4. Hifẓ Al-nasl (menjaga keturunan atau kehormatan) sebagai alasan 

diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, dan diharamkannya 

zina dan pernikahan sedarah. 

5. Hifẓ al-Māl (menjaga harta) sebagai alasan diwajibkannya pengelolaan 

serta pengembangan harta ataupun kekayaan, karena dengan kekayaan 

yang kita miliki membuat kita sanggup menjaga 4 tujuan diatasnya. Dan 

diharamkannya pencurian, suap, bertransaksi riba serta memakan harta 

orang lain secara batil.113 

Menurut Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi untuk mewujudkan 

kemaslahatan perlu adanya 5 kriteria yang harus  dipenuhi, yaitu: pertama 

memprioritaskan tujuan-tujuan syara’. kedua, tidak berlawanan dengan Al-

Qur’an. Ketiga, tidak berlawanan dengan Al-sunnah. Keempat, tidak 

berlawanan dengan prinsip qiyās, sebab qiyās ialah salah satu metode dalam 

menggali hukum yang intinya ialah untuk memberikan kemaslahatan 

                                                             
112 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: akademika Presindo, 2004), 53. 
113 Kuncoro hadi, “Implementasi Maqosid syariah sebagai Indikator Perusahaan Islami”, Jurnal Al-

Azhar Indonesia Seri Pertama Sosial, Vol. 1, No. 3 , 2012, 144. 
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kepada mukallaf. Kelima, memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar 

yang dapat dicapai.114 

Sebagai muslim serta muslimah yang paham agama serta memiliki 

pengetahuan keagamaan yang baik, seorang hamba hendaknya 

melaksanakan peran sebagai khalifah Allah dengan melindungi dengan baik 

amanah yang diberikan oleh Allah. Maqāşid al-syari’ah sebagai tujuan 

tercapainya kemaslahatan milik bersama, perlu diterapkan dalam kehidupan 

berumah tangga khususnya terhadap keseimbangan kedudukan dalam 

berumah tangga. 

Keseimbangan kedudukan suami istri dalam pasal 79 ayat 2 jika 

dilihat dari kacamata maqaşid al-syari’ah sangat berkaitan dengan Hifẓ ad-

Din, Hifẓ al-nafs, Hifẓ an-nasl, serta Hifẓ al-mal, hifz aql.  

Pertama Hifẓ ad-din (Menjaga Agama), bahwa dalam agama itu 

tidak memandang jenis kelaminnya dimana yang paling baik itu bukan 

dilihat dari status kelaminnya tetapi kualitas keimanan dan ketaqwaannya, 

ampunan dan pahala yang besar juga disediakan tidak hanya untuk laki-laki 

saja melainkan disediakan untuk laki-laki maupun perempuan. 

Sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur’an Q.S. Al-Ahzab ayat 35: 

دِقيِۡنَ وَالصّٰ  برِٰتِ انَِّ الۡمُسۡلِمِيۡنَ وَالۡمُسۡلِمٰتِ وَالۡمُؤۡمِنيِۡنَ وَالۡمُؤۡمِنٰتِ وَالۡقٰنتِيِۡنَ وَالۡقٰنتِٰتِ وَالصّٰ بِرِيۡنَ وَالصّٰ دِقٰتِ وَالصّٰ

اىِٕٓمِ  قٰتِ وَالصَّ قيِۡنَ وَ الۡمُتصََد ِ مٰتِ وَالۡحٰـفِظِيۡنَ فرُُوۡجَهُمۡ وَالۡحٰـفِظٰتِ وَالۡخٰشِعِيۡنَ وَالۡخٰشِعٰتِ وَالۡمُتصََد ِ ىِٕ يۡنَ وَالصّٰٓ

اجَۡرًا عَظِيۡمًا غۡفِرَةً وَّ ُ لَهُمۡ مَّ َ كَثيِۡرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ اعََدَّ اللّّٰٰ  وَالذّٰكِرِيۡنَ اللّّٰٰ

Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan 

mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, 

laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang 

sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan 

perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang 

berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara 

kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut 

                                                             
114 Ghilman Nursidin, “Konstruksi Pemikiran Maqasid Syari’ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini 

(Kajian Sosio-Historis)” (Phd Thesis, IAIN Walisongo, 2012), 8. 
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(nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan 

pahala yang besar. 

Allah SWT menyebutkan sifat-sifat yang menyebabkan hamba-

hamba-Nya berhak dihapus dari kesalahan dan diberi pahala berupa 

kenikmatan yang langgeng disisi-Nya. Yaitu: 

1. Islam zahir, yaitu mematuhi hukum-hukum agama, baik dalam 

perkataan maupun perbuatan. 

2. Islam bathin, yaitu membenarkan sepenuhnya dan tunduk kepada 

hukum-hukum yang difardhukan oleh agama. Inilah yang disebut iman. 

3. Al-Qunut, yaitu senantiasa beramal dalam ketenangan dan ketentraman. 

4. Siddiq (benar) dalam berbicara dan beramal, itulah tanda iman, 

sebagaimana dusta ialah tanda kemunafikan. Maka barang siapa benar 

dalam berbicara dan beramal, ia akan selamat. 

5. Sabar dalam menghadapi hal yang tidak disukai, serta tabah mengalami 

kesusahan dalam menunaikan ibadah-ibadah dan meninggalkan 

maksiat. 

6. Khusyu’ dan merendahkan diri di hadapan Allah Ta’ala dengan sepenuh 

hati dan dilaksanakan dengan anggota tubuh karena mengharapkan 

pahala dari Allah dan merasa takut terhadap siksa-Nya. 

7. Bersedekah dengan harta dan melakukan kebajikan kepada orang-orang 

yang membutuhkan. Yaitu mereka yang tidak mempunyai kasab dan 

tidak pula penanggung. 

8. Puasa. Karena puasa itu cara yang sebaik-baiknya untuk mengatasi 

syahwat dan nafsu dunia. 

9. Menjaga farj dari hal-hal yang diharamkan dan dosa-dosa. 

10. ingat banyak-banyak Allah SWT baik dengan lidah maupun hati.115 

Agar keluarga utuh dan tidak terjadi kegagalan maka setiap 

pasangan harus memiliki komitmen pada agama sebagai landasan dalam 

menyelesaikan masalah. Komitmen diartikan bukan lamanya belajar agama, 

                                                             
115Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Terjemahan Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: CV. Toha Putra, 

1974), 11-14. 
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atau seringnya mengikuti pengajian, namun kesanggupan untuk 

mempercayai kebenaran Allah SWT sebagai Tuhan yang memiliki 

kekuasaan dan keagungan, memiliki tanggung-jawab atas ajaran agama 

dalam kehidupan sehari-hari termasuk mengakui kesakralan pernikahan. 

Agama yang terinternalisasi akan membentuk kepribadian yang lebih 

terintegrasi dan berperan dalam keutuhan pernikahan. Disampaikan oleh 

Judgson T. Landis dan Mary G. Landis menyatakan “Individu yang 

memiliki keyakinan yang diamalkan dalam kehidupannya, akan 

membuatnya menjadi pasangan yang baik. Dia tidak akan 

mempertentangkan hal-hal yang tidak esensial, tapi lebih akan memahami 

cara pandang orang lain. Dia akan menunjukkan kemauan untuk 

berkompromi demi keharmonisan. Dia akan menghargai kepribadian 

pasangannya. Dia akan membangun kepercayaan diri dan keyakinan 

pasangannya daripada menghancurkannya.116 

Kedua, Hifẓ An-Nafs (Menjaga jiwa), konsep kesimbangan dalam 

Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ini dapat menjunjung tinggi harga diri 

wanita istri tidak hanya sebatas konco wingking tetapi bisa berperan dalam 

sektor publik, sehingga antara suami dan istri sama-sama dapat bekerja di 

sector public. 

Islam juga menaruh perhatian yang sangat besar terhadap wanita 

serta menjunjung tinggi harkat serta martabatnya sebagai anggota keluarga 

serta masyarakat. Dalam prespektif Islam, perempuan mempunyai peran 

serta fungsi dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 

1. wanita sebagai Ibu. Islam memandang serta memberikan posisi bagi 

wanita pada tempat yang terhormat dan mulia. Keberadaan seorang 

ibu sangat penting di dalam kehidupan rumah tangga. Di tangan 

seorang ibu, setiap individu dibesarkan dengan kasih sayang yang 

tak terhingga. Ibu dengan taruhan jiwa raga telah memperjuangkan 

kehidupan anaknya, sejak anak masih dalam rahim, lahir hingga 

                                                             
116 Enung Asmaya, “IMPLEMENTASI AGAMA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA 

SAKINAH”, KOMUNIKA,  Vol.6, No.1, 2012, 4 
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menjadi dewasa. Itulah alasan mengapa Islam memberikan 

kedudukan tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan Ayah. Di dalam 

al-Qur’an Allah memerintahkan manusia untuk menghayati dan 

mengapresiasi ibu atas jasa-jasanya dengan berbuat baik kepadanya. 

2. Wanita sebagai Istri. Peran lain wanita dalam kehidupan sehari-hari 

ialah sebagai seorang istri. Suami dan Istri ialah sepasang manusia 

yang atas dasar cinta serta kasih suci mengikat diri dalam jalinan 

nikah. Seorang suami berkewajiban untuk mencintai serta 

memberikan nafkah bagi istrinya, sedangkan Istri berkewajiban 

mencintai serta melayani suaminya dengan sepenuh hati. Istri dan 

Suami memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dan saling 

melengkapi. Sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur’an Q.S. Al-

Baqarah 187:  

ك مُۡوَُ ُلِباَسٌُلّـَ ......ه نَّ انَۡـت مُۡلِباَسٌُلَّه نَّ .….. 

.... mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian 

bagi mereka.....” 

3. wanita sebagai anggota masyarakat. Masyarakat ialah sekelompok 

manusia yang berkumpul dan berinteraksi dalam rangka memenuhi 

kebutuhan bersama. Setiap individu membentuk keluarga dan 

keluarga-keluarga itu merupakan komponen masyarakat. Tidak 

dapat dielakkan bahwa masyarakat tersebut lebih kurang separuh 

anggotanya adalah wanita.117 

Ketiga, Hifẓ al-nasl (Menjaga keturunan/kehormatan), Pengasuhan 

anak ialah tanggung jawab kedua orang tua yaitu suami maupun istri dengan 

bekerjasama untuk memberikan pendidikan baik dalam keluarga maupun 

secara formal. Dalam melakukan pendampingan kedua orang tua 

bekerjasama dengan bergantian mengawasi anak, memberikan nasihat, 

saling mengingatkan agar tidak terlalu keras dalam mendidik anak serta 

berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengasuhan anak.  

                                                             
117 Siti Ermawati, “PERAN GANDA WANITA KARIER (Konflik Peran Ganda Wanita Karier 

ditinjau dalam Prespektif Islam)”, JURNAL EDUTAMA, Vol. 2, No. 2 Januari 2016, 62. 
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 Terdapat pandangan bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung 

jawab seorang ibu karena ibu lebih banyak memiliki waktu untuk 

mengawasi dan mendidik anak daripada suami yang cenderung lebih 

banyak bekerja di luar rumah. Namun di sisi lain suami juga turut berperan 

dalam pengasuhan anak dengan memberikan nasihat pada anak, 

mendampingi anak ketika di rumah, dan menghabiskan waktu dengan anak 

sepulang kantor dan bekerjasama dengan istri dengan saling memberikan 

masukan dalam medidik anak. Hal tersebut menunjukkan adanya kesadaran 

mengenai peran ayah dan ibu dalam perkembangan anak dengan adanya 

keterlibatan suami dalam melakukan pengasuhan anak.118 

Keempat, Hifẓ al Mal (Menjaga Harta), seorang istri yang turut serta 

membantu suaminya dalam mencari nafkah keluarga, suami merasa ringan 

ketika istri ikut membantu mencari nafkah. Dengan penghasilan materi yang 

tercukupi membuat kehidupan rumah tangga menjadi semakin baik, yang 

pada awalnya hanya suami saja yang bekerja kini istri juga membantu 

bekerja maka hasil yang diperolehpun semakin banyak.  

Islam memberi hak ikut serta memajukan kehidupan sosial. Allah 

Ta’ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71-72 yang berbunyi: 

تُ وَيُ  مِنَٰ مِنوُنَ وَٱل مُؤ  َ عَزِيزٌ وَٱل مُؤ  ُ   إنَِّ ٱللََّّ حَمُهُمُ ٱللََّّ ئكَِ سَيرَ 
ٓ ُٓۥ   أوُ۟لَٰ َ وَرَسوُلهَ ٍ    طِيعوُنَ ٱللََّّ ُُ ََع  ٓ لِياَ هُم  أوَ  ُُ  ََع 

لَوٰةَ وَيؤُ   نَ عَنِ ٱل مُنكَرِ وَيقُِيمُونَ ٱلصَّ كَوٰةيأَ مُرُونَ َٱِل مَع رُوفِ حَكِيمٌ وَينَ هَو  مِنيِنَ ﴾ ۱۷َۚ ﴿  توُنَ ٱلزَّ ُ ٱل مُؤ  وَعَدَ ٱللََّّ

تِ عَد ن    وَ 
كِنَ طَي بِةًَ فىِ جَنَّٰ لِدِينَ فيِهَا وَمَسَٰ رُ خَٰ نَ هَٰ تهَِا ٱلْ  رِى مِن تحَ  ت  تجَ  تِ جَنَّٰ مِنَٰ لِكَ هوُوَٱل مُؤ  برَُ   ذَٰ ِ أكَ  نَ ٱللََّّ نٌ م ِ وَٰ رِض   

زُ ٱل عظَِيمز َۚ ٱل فوَ   

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, 

sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang 

lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari 

yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat 

                                                             
118 Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, “PEMBAGIAN PERAN DALAM RUMAH 

TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI JAWA”, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 16, No. 1, 

Februari 2015, 83. 
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pada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh 

Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan 

perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir 

sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-

tempat yang bagus di surga ‘And. Dan keridhaan Allah adalah lebih 

besar, itu adalah keberuntungan yang besar.”(QS. At-Taubah 71-

72).  

Dua ayat ini menjelaskan persamaan kaum laki-laki dan wanita 

dalam hal ibadah, iman, amal shaleh, amar makruf dan nahi munkar, taat 

kepada Allah dan RasulNya, mendirikan shalat, membayar zakat, saling 

membantu dalam kesulitan, menghilangkan bahaya demi mewujudkan 

kemaslahatan umum.119 

Yang Kelima, Hifz Aql (Menjaga Akal),  Islam menjunjung tinggi 

persamaan hak antar sesama manusia, dimata Islam semua hamba Allah 

SWT adalah sama, tidak ada dikotomi ras, jenis, golongan, bangsa dan lain 

sebagainya, mereka semua sederajat, hanyalah Taqwa yang membedakan 

mereka disisi Al Kholiq, dalam hal peluang untuk meraih prestasi 

maksimum juga tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, 

sebagaimana ditegaskan secara khusus di dalam Al-Qur’an Q.S Annisa: 124 

sebagai berikut: 

 

الِحَاتِ مِن  ذكََر  أوَ   ئكَِ يَد خُلُووَمَن  يَع مَل  مِنَ الصَّ
مِنٌ فأَوُلَٰ لَمُونَ أنُ ثىَٰ وَهوَُ مُؤ  نَ ال جَنَّةَ وَلََ يظُ   

  نقَِيرًا

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki 

maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu 

masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun. 

Nabi SAW bersabda: 

 

                                                             
119 Muhammad Ichsan dan Erna Dewi, “WANITA KARIR DALAM TINJAUAN MAQASHID AL-
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لٌ عَن  رَعي تِهِ  كُم  رَاع  وَكلُُّكمُ  مَس ئوُ 
 كلُُّ

setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai 

pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. 

Ayat dan hadits ini mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang 

ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam 

bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli 

oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh 

kesempatan yang sama meraih prestasi optimal, yang dituntut cerdas dan 

berkualitas itu tidak hanya laki-laki sehingga laki-laki memiliki potensi 

sosial dan ekonomi yang lebih tinggi dari perempuan, tetapi perempuan juga 

memilikinya. Namun, dalam kenyataan dimasyarakat, konsep ideal ini 

masih membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat 

sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan. Salah 

satu obsesi Al-Qur'an ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. 

bahkan kaum hawa dalam hal ini mendapatkan prioritas tersendiri dari 

syariat, karena mereka memiliki peranan yang sangat besar dalam 

membentuk karakter sebuah bangsa. Maju mundurnya sebuah bangsa 

tergantung bagaimana dengan kondisi kaum wanitanya. Wanita 

memancarkan pengaruh yang besar dalam meningkatkan kadar kesusilaan 

umat manusia, dari kaum wanitalah manusia menerima pendidikan yang 

pertama, di tangan wanita anak belajar merasa, berpikir dan berbicara.120  

                                                             
120 Abdul Saipon, “NILAI PENDIDIKAN WANITA DALAM SURAT AL-AHZAB AYAT 28-35 

DAN AYAT 59 SERTA APLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM”, Tawazun, Vol. 12, No. 2, 2019, 

178 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berangkat dari hasil pemaparan bab-bab sebelumnya tentang 

keseimbangan kedudukan suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 

79 ayat 2 dalam perspektif maqāşid syariah, maka dengan merujuk pada 

perumusan masalah serta keseluruhan pembahasan, setidaknya dapat 

dikemukakan beberapa beberapa pokok pikiran sebagai berikut: 

1. Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat 2 menjelaskan bahwa Hak dan 

kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 

dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 

masyarakat. Dimana ketika istri dapat bekerja di sektor publik untuk 

membantu suaminya dengan tujuan agar rumah tangga tetap bertahan 

dalam hal ekonomi dan sebagai wujud rasa taatnya kepada suami, 

sehingga dapat dipahami bahwa ruang kerja istri tidak hanya sebatas 

pada ruang domestik saja. Disatu sisi suami juga dapat berperan 

membantu istri mengurus rumah tangga seperti merawat atau mengantar 

anaknya kesekolah dan lain-lain. Kunci dalam hal ini adalah saling 

mengisi dan membantu dalam hal hak dan kewajiban. Hal ini 

berlandaskan QS. Al-Baqarah: 228 dan juga QS. Al-Hujurat: 13.  

2. Keseimbangan kedudukan suami istri dalam pasal 79 ayat 2 jika ditinjau 

dari kacamata maqaşid Syari’ah telah sesuai dengan implementasi 

maqāşid syariah yaitu Hifẓ Ad-dīn dimana keseimbangan dalam 

kompilasi hukum islam ini mengikuti petunjuk agama guna menjunjung 

tinggi martabat manusia terutama kaum wanita dengan melindunginya 

dari tindakan diskriminatif serta memberdayakan wanita secara 

maksimal, Hifẓ Nafs yaitu dapat menjunjung tinggi harga diri wanita, 

tidak hanya sebatas konco wingking tetapi bisa berperan dalam sector 

public, Hifẓ nasl yaitu Pengasuhan anak ialah tanggung jawab kedua 
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orang tua, ialah suami maupun istri dengan bekerjasama untuk 

memberikan pendidikan baik dalam keluarga maupun secara formal dan 

Hifẓ al-māl seorang istri yang turut serta membantu suaminya dalam 

mencari nafkah keluarga, suami merasa ringan ketika istri ikut 

membantu mencari nafkah, dengan penghasilan materi yang tercukupi 

membuat kehidupan rumah tangga menjadi semakin baik. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis akan memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Perkawinan harus dijaga dan dipelihara dengan baik, agar terwujudnya 

keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah maka diharuskan untuk 

memnuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri dalam sebuah 

ikatan perkawinan serta berkedudukan seimbang. 

2. Wujud keseimbangan kedudukan antara suami dan istri dalam berumah 

tangga sebaiknya dibudayakan agar tercipta kesetaraan kedudukan 

secara menyeluruh dan nyata. 

3. Hendaknya kepada pihak yang ingin mengubah atau mengkritik 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 khususnya ayat 2 harus 

memperhatikan lagi makna dari setiap pasal, karena pada prinsipnya 

setiap pasal itu memiliki ruh ataupun makna tersendiri. Dan yang lebih 

penting aturan yang telah diterapkan dalam suatu aturan tujuannya 

hanya satu yakni untuk kemaslahatan ummat termasuk kemaslahatan 

keluarga. 

C. Penutup 

Demikian penyusunan skripsi ini. Disadari bahwa skripsi yang 

berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan dan kurang 

spesifik dalam pembahasan kesimbangan kedudukan suami istri. Sehingga 

perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, Dengan 

kerendahan hati saran konstruktif diharapkan demi melengkapi berbagai 

kekurangan yang ada. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohondibukakan 
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pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hasil penelitian ini dapat 

memberikan manfaat kepada banyak pihak.  
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